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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan 

Kepegawaian Negara  disusun sebagai 

wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi BKN dalam mendukung tercapainya 

sasaran pembangunan nasional di bidang 

manajemen aparatur sipil negara. Laporan 

ini menjadi sarana untuk menilai capaian 

kinerja, mengidentifikasi tantangan, serta 

menyusun arah perbaikan kebijakan dan 

program kerja di masa mendatang. 

 

Sepanjang periode Tahun 2025, BKN 

terus memperkuat kapasitas kelembagaan 

dan tata kelola kepegawaian melalui 

implementasi berbagai program strategis. 

Fokus utama diarahkan pada peningkatan 

profesionalisme ASN, penerapan sistem 

merit secara konsisten, serta penguatan 

transformasi digital dalam layanan 

kepegawaian. Upaya ini menjadi bagian 

dari kontribusi BKN terhadap pelaksanaan 

misi Asta Cita ke-7, “Memperkuat 

reformasi politik, hukum, dan birokrasi, 

serta memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan 

penyelundupan” melalui program prioritas 

“Penerapan Prinsip Meritokrasi dan 

Reformasi Manajemen ASN”.  

Dalam mewujudkan Asta Cita ke-7 

dan berdasar amanat yang diemban dalam 

Undang Undang No 20 Tahun 2023 dan 

Peraturan Presiden No 92 Tahun 2024, 

Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan 

12 kebijakan yang Pro Karir ASN 

diantaranya:  

1.​ Kemudahan pencantuman gelar 

akademik maupun profesi dengan 

menerbitkan Surat Edaran Kepala 

BKN No. 3 Tahun 2025. Atas 

kebijakan tersebut telah 

dilaksanakan Pencantuman gelar 

sejumlah 50.662 ASN; 

2.​ Kemudahan Pencantuman Gelar 

Profesi bagi ASN bertujuan untuk 

memberikan pengakuan resmi atas 

kompetensi yang dimiliki, 

memperkuat profesionalisme, serta 

mendukung sistem merit melalui 

pencatatan riwayat pendidikan 

yang lebih transparan dan efisien; 

 



 

3.​ Kemudahan dalam Uji Kompetensi 

Jabatan Fungsional semula 

dilaksanakan 4 kali setahun 

menjadi 12 kali setahun dengan 

Surat Kepala BKN 

No.2786/B-BJ.01.01/Sd/K/2025. 

Peserta yang tidak lulus uji 

kompetensi diberikan informasi 

hasil uji kompetensi yang belum 

memenuhi nilai kelulusan dan 

diberikan kesempatan mengikuti uji 

kompetensi ulang (remedial) di 

bagian yang tidak lulus; 

4.​ Kesempatan Kenaikan Pangkat  

lebih tinggi dari atasan langsung 

dengan Peraturan BKN No 2 tahun 

2025 tentang Kenaikan Pangkat 

Reguler PNS. Pada 2025 telah terbit 

Pertimbangan Teknis terkait 

Kenaikan Pangkat sebanyak 

290.977; 

5.​ Pendelegasian kewenangan Kepala 

BKN dengan SOP 5 hari kerja 

kepada pejabat terkait di BKN dan 

Kantor Regional untuk menetapkan 

keputusan kepegawaian mengelola 

pengisian jabatan pimpinan tinggi, 

menyelesaikan masalah 

kepegawaian, dan mengawasi 

netralitas ASN; 

6.​ Penguatan Independensi Seleksi 

JPT sebagai langkah meminimalisir 

potensi konflik kepentingan, BKN 

tidak akan mengikutsertakan 

kembali Pejabat di Lingkungan BKN 

sebagai Panitia Seleksi Pengisian 

JPT di Instansi Pemerintah baik 

pusat maupun daerah; 

7.​ Percepatan Pembangunan dan 

Penerapan Manajemen Talenta 

dengan ditetapkannya Keputusan 

Kepala BKN No. 411 Tahun 2025  

bertujuan untuk mewujudkan visi 

misi indonesia maju serta 

mempercepat pembangunan 

nasional dan penerapan 

manajemen talenta untuk seluruh 

instansi pemerintah di Indonesia; 

8.​ Penambahan Periodisasi kenaikan 

Pangkat 12 kali dalam setahun; 

9.​ Otomatisasi Layanan Kenaikan 

Pangkat dan Pensiun atau yang 

dikenal dengan Kenaikan pangkat 

Otomatis (KPO) dan Penetapan 

Pensiun Otomatis (PPO) terhadap 

45 instansi pemerintah sebagai 

pilot project. 

10.​Implementasi E-Kinerja Harian, 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

memulai uji coba atau piloting fitur 

Kinerja Harian terintegrasi pada 

platform e-Kinerja BKN. Fitur baru 

ini merupakan terobosan untuk 

memperkuat budaya kerja yang 

produktif, transparan, dan 

berorientasi hasil di lingkungan 

Aparatur Sipil Negara (ASN). 

11.​Menyediakan Document 

Management System Arsip (Lemari 

Digital) untuk meningkatkan 

perlindungan terhadap Arsip 

Aparatur Sipil Negara dan 

memberikan kemudahan dalam 

mengakses Arsip Aparatur Sipil 

Negara secara cepat, tepat, dan 

aman; 
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12.​Pembinaan Manajemen ASN 

terintegrasi pendekatan holistik 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

yang menghubungkan 

pengembangan talenta, kinerja, 

dan karier berbasis sistem merit 

melalui teknologi digital seperti 

Simpegnas dan e-Kinerja. Sistem 

ini, yang mencakup manajemen 

talenta, mutasi (I-MUT), dan 

penilaian kinerja terintegrasi, 

bertujuan menciptakan aparatur 

profesional, kompeten, dan 

akuntabel di instansi pusat maupun 

daerah. 

Sepanjang tahun 2025 berbagai 

inisiatif diarahkan untuk memperkuat 

konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis 

BKN Tahun 2025–2029. Berikut disajikan 

ringkasan capaian kinerja utama BKN 

Tahun 2025 sebagai gambaran atas progres 

pelaksanaan program dan kegiatan 

strategis BKN pada tabel berikut: 

 
Tabel 1. Matriks Target dan Capaian Kinerja BKN Tahun 2025 

No. Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis 
Target 
2025 

Realisasi 
Tahun 2025 

Capaian 

1.​ Meningkatnya 

Kapabilitas Instansi 

Pemerintah dalam 

Manajemen ASN dan 

Profesionalitas Pegawai 

ASN berbasis Prinsip 

Meritokrasi 

Persentase Instansi 

Pemerintah yang Telah 

Menerapkan 

Implementasi Manajemen 

ASN Sesuai Prinsip 

Meritokrasi Minimal 

Berkategori Baik  

70% 75,08% 107,25% 

2.​ Meningkatnya Kapasitas 

Kelembagaan BKN yang 

Lincah, Profesional, dan 

Akuntabel serta Berbasis 

Digital 

Nilai Reformasi Birokrasi 

BKN 

90 84,23 93,58% 
 

 

Pelaksanaan program dan kegiatan 

Badan Kepegawaian Negara pada Tahun 

2025 menunjukkan capaian positif. Pada 

pencapaian sasaran strategis 

“Meningkatnya kapabilitas instansi 

pemerintah dalam manajemen ASN dan 

profesionalitas pegawai ASN berbasis 

prinsip meritokrasi” realisasi kinerja 

tercapai sebesar 75,08% sehingga capaian 

pada tahun 2025 sebesar 107,25% dari 

target kinerja 70%. Sementara itu, 

indikator kinerja nilai reformasi birokrasi 

BKN dengan sasaran strategis 

“Meningkatnya kapasitas kelembagaan 

BKN yang lincah, profesional dan 

akuntabel serta berbasis digital” pada 

tahun 2025 nilai yang dikeluarkan oleh 

Kementerian PAN RB (sementara) sebesar 

84,23 sehingga persentase capaian 

sebesar 93,5.  
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Selain capaian di atas, pada tahun 

2025 BKN juga berperan dalam rangka 

percepatan pembangunan nasional guna 

mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan 

Wakil Presiden. Beberapa diantaranya: 

1.​ Pengalihan ASN JF Penyuluh 

Pertanian; 

2.​ Pengadaan ASN untuk Badan Gizi 

Nasional (BGN); 

3.​ Rekrutmen Guru dan Tenaga 

Pendidik untuk Sekolah Rakyat; 

4.​ BKN Mendukung Program Koperasi 

Merah Putih; 

5.​ Dukungan ASN Bagi 

Penyelenggaraan Layanan Dasar;  

6.​ Peran BKN dalam Mendukung 

Hilirisasi Nasional; dan 

7.​ Penataan ASN Kabinet Merah 

Putih.  

Dari sisi penyerapan anggaran, 

realisasi pada Tahun 2025 sebesar 

(97,65%) atau Rp. 842.439.882.646,- 

(delapan ratus empat puluh dua miliar 

empat ratus tiga puluh sembilan juta 

delapan ratus delapan puluh dua ribu 

enam ratus empat puluh enam rupiah) 

dari alokasi anggaran BKN yang telah 

dikurangi pagu blokir yaitu sebesar 

Rp.862.743.974.000,- (delapan ratus enam 

puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh 

tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat 

ribu rupiah) dengan pagu seluruhnya 

sebesar Rp. 919.179.256.000,- (sembilan 

ratus sembilan belas miliar seratus tujuh 

puluh sembilan juta dua ratus lima puluh 

enam ribu rupiah) dengan rincian realisasi 

program disajikan pada grafik berikut: 

 

Grafik 1. Realisasi Anggaran BKN  Tahun 2025​​ 
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KATA PENGANTAR 

Kepala Badan Kepegawaian Negara 

           Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kepegawaian
Negara menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai wujud komitmen kami
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, khususnya
dalam bidang manajemen ASN.
       Laporan ini tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun 2025, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi kinerja
dalam rangka mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan kepegawaian
yang diberikan BKN.
            Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh jajaran BKN di pusat dan
daerah, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan program kerja
BKN dengan penuh dedikasi. Kami berharap Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 dapat
memberikan gambaran yang objektif dan konstruktif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
BKN, serta menjadi pendorong semangat untuk mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun
berikutnya. 
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PENDAHULUAN
BAB I



 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 
 

1.1 Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara merupakan 

pilar utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang profesional dan 

berintegritas. Hal ini sejalan dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara, 

khususnya Pasal 1 angka 1 yang 

menegaskan bahwa ASN adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. Lebih 

lanjut, pada Pasal 10 ditegaskan bahwa 

ASN memiliki fungsi strategis sebagai 

pelaksana kebijakan publik, pemberi 

layanan publik, serta sebagai perekat dan 

pemersatu bangsa. 

Sebagai instansi yang memiliki 

mandat nasional dalam pengelolaan 

manajemen ASN, Badan Kepegawaian 

Negara bertanggung jawab dalam 

merumuskan, menetapkan, dan 

mengendalikan kebijakan teknis 

manajemen ASN. Hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 26 ayat (2) huruf c UU 20/2023, yang 

menyebutkan bahwa BKN memiliki 

wewenang untuk “menjalankan 

perumusan dan penetapan kebijakan 

teknis, pembinaan, penyelenggaraan 

pelayanan, dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen 

ASN.” 

Dalam rangka menjamin 

terlaksananya asas akuntabilitas, BKN 

perlu untuk menyampaikan laporan yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik dan pemangku kepentingan. Oleh 

karena itu, penyusunan Laporan Kinerja 

Tahun 2025 ini menjadi instrumen penting 

dalam menilai efektivitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi BKN. 

 



 
 
 
 
 
Laporan ini tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana pertanggungjawaban 

institusional, tetapi juga sebagai alat 

evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan, 

mengukur capaian, serta memacu 

peningkatan kinerja unit kerja di 

lingkungan BKN. Selain itu, laporan ini juga 

diharapkan menjadi media dialog strategis 

antara BKN dan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) untuk 

mendorong penyempurnaan kebijakan dan 

pelayanan kepegawaian nasional di masa 

mendatang. 

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Tugas dan fungsi BKN tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara, 

disebutkan bahwa BKN diberikan tugas 

dan fungsi menjalankan perumusan dan 

penetapan kebijakan teknis, pembinaan, 

penyelenggaraan pelayanan, dan 

pengendalian atas pelaksanaan kebijakan 

teknis Manajemen ASN. 

Dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang 

Badan Kepegawaian Negara dijelaskan 

bahwa BKN merupakan  lembaga 

pemerintah nonkementerian yang diberi 

kewenangan perumusan dan penetapan 

kebijakan teknis, pembinaan, 

penyelenggaraan pelayanan, pengendalian 

atas pelaksanaan kebijakan teknis 

manajemen aparatur sipil negara, dan 

pelaksanaan pengawasan penerapan 

sistem merit. BKN memiliki tugas 

menyelenggarakan tugas pemerintahan di 

bidang perumusan dan penetapan 

kebijakan teknis, pembinaan, 

penyelenggaraan pelayanan, pengendalian 

atas pelaksanaan kebijakan teknis 

Manajemen ASN, dan pelaksanaan 

pengawasan penerapan Sistem Merit. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKN 

menyelenggarakan fungsi: 

a.​ Perumusan dan penetapan kebijakan 

teknis Manajemen ASN; 

b.​ Pembinaan atas pelaksanaan kebijakan 

teknis Manajemen ASN; 

c.​ Penyelenggaraan pelayanan atas 

pelaksanaan kebijakan teknis 

Manajemen ASN; 

d.​ Pengendalian atas pelaksanaan 

kebijakan teknis Manajemen ASN; 

e.​ Pelaksanaan pengawasan penerapan 

Sistem Merit; 

f.​ Pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi 

Manajemen ASN terintegrasi secara 

nasional serta pengelolaan data dan 

informasi ASN; 

g.​ Penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria kebijakan teknis 

Manajemen ASN; 

h.​ Pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi kebijakan teknis Manajemen 

ASN; 

i.​ Koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan BKN;epson 
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j.​ Pelaksanaan dukungan yang bersifat 

substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan BKN; 

k.​ Pengelolaan barang milik 

negara/kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab BKN; dan 

l.​ Pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

lingkungan BKN. 

Sesuai dengan Peraturan Kepala 

BKN Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BKN, dalam 

menjalankan tugasnya, Kepala BKN 

dibantu oleh Wakil Kepala BKN, 

inspektorat, 5 (lima) unit eselon I, 3 (tiga) 

pusat-pusat, 14 (empat belas) Kantor 

Regional dan 21 (dua puluh satu) Unit 

Pelayanan Teknis (UPT). 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi BKN 

Kantor Regional BKN terdiri atas: 

a.​ Kantor Regional I BKN Yogyakarta; 

b.​ Kantor Regional II BKN Surabaya; 

c.​ Kantor Regional III BKN Bandung; 

d.​ Kantor Regional IV BKN Makassar; 

e.​ Kantor Regional V BKN Jakarta; 

f.​ Kantor Regional VI BKN Medan; 

g.​ Kantor Regional VII BKN 

Palembang; 

h.​ Kantor Regional VIII BKN 

Banjarbaru; 

i.​ Kantor Regional IX BKN Jayapura; 

j.​ Kantor Regional X BKN Denpasar; 

k.​ Kantor Regional XI BKN Manado; 

l.​ Kantor Regional XII BKN 

Pekanbaru; 

m.​ Kantor Regional XIII BKN Banda 

Aceh; dan 

n.​ Kantor Regional XIV BKN 

Manokwari. 
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Unit Pelayanan Teknis (UPT) terdiri atas: 

a.​ UPT BKN Semarang; 

b.​ UPT BKN Serang; 

c.​ UPT BKN Palu; 

d.​ UPT BKN Kendari; 

e.​ UPT BKN Mamuju; 

f.​ UPT BKN Ambon; 

g.​ UPT BKN Pontianak; 

h.​ UPT BKN Bandar Lampung; 

i.​  UPT BKN Jambi; 

j.​ UPT BKN Bengkulu; 

k.​ UPT BKN Pangkalpinang; 

l.​ UPT BKN Balikpapan; 

m.​ UPT BKN Tarakan; 

n.​ UPT BKN Palangkaraya; 

o.​ UPT BKN Mataram; 

p.​ UPT BKN Kupang 

q.​ UPT BKN Gorontalo; 

r.​ UPT BKN Ternate; 

s.​ UPT BKN Batam 

t.​ UPT BKN Padang 

u.​ UPT BKN Sorong 

Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, Badan Kepegawaian Negara 

didukung oleh sebanyak 3.346 pegawai 

(per Januari 2026) yang berasal dari 

beragam latar belakang keahlian dan 

jabatan. Komposisi pegawai ini telah 

disusun dengan mempertimbangkan 

aspek jabatan, golongan, tingkat 

pendidikan, usia, serta kompetensi guna 

membentuk SDM yang profesional dan 

berkinerja optimal 

 

 

Grafik 2 Data Pegawai BKN Per Januari 2026 
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Komposisi 3346 jumlah pegawai BKN terdiri dari 2226 PNS, 373 CPNS, 261 PPPK 

Penuh Waktu, 486 PPPK Paruh Waktu. Dukungan Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis 

jabatan adalah berjumlah 2001 jabatan fungsional, 1192 pegawai menempati jabatan 

pelaksana dan 153 pegawai pada jabatan struktural. Berdasarkan rentang usia 876 pegawai 

berada pada rentang usia 20-30 tahun, 1283 pegawai berada pada rentang usia 31-40, 747 

pegawai berada pada rentang usia 41-50 tahun, 428 pegawai pada rentang usia 51-60 tahun 

dan 12 pegawai pada rentang usia diatas 60 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, 20 

pegawai dengan pendidikan S3, 612 pegawai memperoleh pendidikan S2, 1636 pegawai 

memperoleh pendidikan S1, 434 pegawai pada jenjang D3, 641 pegawai dengan pendidikan 

SMA dan 3 pegawai dengan pendidikan SMP. 

Dengan kekuatan 3346 pegawai dan 14 Kantor Regional serta 21 Unit Pelayanan 

Teknis yang tersebar di wilayah Indonesia, Badan Kepegawaian Negara melayani 6.546.083 

ASN  dari berbagai jabatan baik Struktural, Dosen, Guru, Tenaga Kesehatan, Jabatan 

Fungsional teknis dan Pelaksana. Berbagai inovasi dalam Manajemen ASN dilakukan untuk 

memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada seluruh ASN dan Kementerian 

Lembaga untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.  

 

 

Gambar 2. Jumlah ASN yang Dilayani 
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1.3 Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Laporan 

Kinerja BKN Tahun 2025 diantaranya: 

a.​ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2023, juncto Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

b.​ Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil; 

c.​ Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan 

Kepegawaian Negara; 

d.​ Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah;  

e.​ Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

f.​ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara; 

g.​ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Regional Badan Kepegawaian Negara. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyajian dalam 

Laporan Kinerja BKN Tahun 2025 ini 

adalah sebagai berikut: 

a.​ Pendahuluan, berisi penjelasan secara 

ringkas latar belakang, visi, misi dan 

wewenang BKN. Selain itu juga berisi 

struktur organisasi, tugas, fungsi dan 

dasar hukum BKN sampai pada 

sistematika penyajian; 

b.​ Perencanaan Kinerja, berisikan 

Sasaran Strategis dan Perjanjian 

Kinerja BKN; 

c.​ Akuntabilitas Kinerja, berisi capaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi 

dan analisis dari capaian IKU, 

akuntabilitas keuangan BKN serta 

capaian program prioritas nasional; 

d.​ Penutup, berisikan kesimpulan dari 

akuntabilitas kinerja yang ada di BKN 

sesuai dengan perencanaan kinerja 

yang telah disusun; dan 

e.​ Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

2.1 Perencanaan Strategis BKN 

Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian 

Negara 2025-2029 merupakan dokumen 

perencanaan yang disusun secara 

sistematis, terarah, dan berkelanjutan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi kelembagaan selama 

periode lima tahun. Dokumen ini menjadi 

penjabaran dari Visi dan Misi Kepala BKN 

serta disusun dengan mempertimbangkan 

potensi, kapasitas, dan sumber daya yang 

dimiliki oleh BKN. Penyusunan Rencana 

Strategis ini juga mengacu pada arah 

kebijakan nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN), sehingga selaras dengan 

prioritas pembangunan nasional di bidang 

aparatur sipil negara. 

Rencana Strategis BKN untuk 

periode tahun 2025-2029 menjadi dasar 

dalam penyusunan rencana kerja tahunan 

serta sebagai alat monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja organisasi guna 

mewujudkan birokrasi yang profesional, 

berintegritas, dan berorientasi pada 

pelayanan publik. 

 
2.2 Visi BKN 

Dalam rangka menjalankan 

agenda-agenda pembangunan dalam 

RPJMN yang diarahkan untuk mewujudkan 

visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang 

Bersatu, Berdaulat, Maju, dan 

Berkelanjutan, serta mewujudkan Visi 

Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju 

Menuju Indonesia Emas 2045”, maka 

dirumuskan visi BKN tahun 2025-2029 

sebagai berikut: 

“Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN 

dalam Rangka Mendukung Visi Presiden, Bersama 

Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” 

 



 
 
 
 
Rumusan visi tersebut di atas 

mengandung makna: 

a.​ Meritokrasi merupakan prinsip yang 

mendasari manajemen ASN di 

Kementerian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah dengan berpijak 

kepada kualifikasi, kompetensi, 

potensi, dan kinerja, serta integritas 

dan moralitas yang dilaksanakan 

secara adil dan wajar dengan tidak 

membeda-bedakan latar belakang 

suku, ras, warna kulit, agama, 

asal-usul, jenis kelamin, status 

pernikahan, umur, atau berkebutuhan 

khusus. 

b.​ Profesionalitas meliputi keunggulan 

dalam kompetensi, komitmen, dan 

kesejahteraan ASN secara utuh yang 

mewujud pada pencapaian kinerja 

individu dan organisasi dalam 

mendukung tujuan dan sasaran 

pembangunan. 

2.3 Misi BKN 

Dalam rangka mewujudkan visi 

tersebut, serta mengacu pada tugas, 

fungsi dan wewenang yang telah 

dimandatkan oleh peraturan 

perundang-undangan kepada Badan 

Kepegawaian Negara maka rumusan misi 

BKN untuk mendukung visi BKN 

2025-2029 adalah sebagai berikut: 

a.​ Memastikan penerapan sistem merit 

dalam manajemen ASN di instansi 

pemerintah melalui kebijakan teknis, 

pembinaan, advokasi, pelayanan 

kepegawaian, dan penjaminan 

kualitas meritokrasi. 

b.​ Mengoptimalkan kapasitas 

kelembagaan dan governansi internal 

BKN. 

Rumusan misi di atas memberikan 

panduan terkait orientasi strategi yang 

akan dijalankan oleh BKN dalam kurun 

waktu 2025-2029, dengan penjabaran 

sebagai berikut. 

Misi 1. Memastikan penerapan 

sistem merit dalam manajemen ASN di 

instansi pemerintah melalui kebijakan 

teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan 

kepegawaian, dan penjaminan kualitas 

meritokrasi. 

BKN menjadi salah satu aktor 

utama dalam manajemen ASN terutama 

pada level koordinasi di tingkat teknis 

untuk memastikan sistem merit dalam 

manajemen ASN terlaksana dengan baik. 

Hal ini dimanifestasikan dalam beberapa 

peran. Pertama, perumusan kebijakan 

teknis, yaitu kebijakan berupa standar, 

prosedur, dan kriteria teknis yang menjadi 

rujukan bagi instansi pemerintah dalam 

menjalankan prinsip dan kebijakan 

strategis yang ditetapkan oleh 

undang-undang, Presiden, atau Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Kedua, pembinaan 

dalam rangka memastikan para pembina 

kepegawaian di instansi pemerintah 

memahami dan mampu menjalankan 

kebijakan-kebijakan di bidang manajemen 

ASN. Ketiga, BKN sebagai mitra strategis 

(strategic partner) dari para pembina 
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kepegawaian di instansi pemerintah 

menjalankan peran advokasi atas prinsip 

dan kebijakan manajemen ASN, termasuk 

netralitas ASN dan depolitisasi birokrasi, 

kepada para pejabat pembina 

kepegawaian. Keempat, dalam hal teknis 

administratif kepegawaian, BKN sebagai 

simpul (hub) manajemen ASN 

memberikan layanan administrasi 

kepegawaian yang cepat dan valid 

berbasis digitalisasi. Kelima, penjaminan 

kualitas meritokrasi dilakukan melalui 

pengawasan dan pengendalian atas 

penerapan norma dasar dan standar 

manajemen ASN, penerapan sistem merit, 

dan nilai dasar ASN. 

Misi 2. Mengoptimalkan kapasitas 

kelembagaan dan governansi internal 

BKN. 

Perwujudan visi BKN tidak akan 

terjadi tanpa penguatan kelembagaan dan 

governansi BKN. Sebagai penggerak utama 

dalam transformasi manajemen ASN dan 

reformasi birokrasi, BKN dituntut menjadi 

yang teladan dalam manajemen ASN dan 

reformasi birokrasi.  

 

2.4 Tujuan BKN 

Menjabarkan misi pembangunan 

Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan 

pembangunan Badan Kepegawaian 

Negara adalah sebagai berikut: 

“Meningkatnya kualitas ASN dan 

kapasitas manajemen ASN berbasis 

pendekatan human capital 

management” 

Tujuan strategis di atas 

mengandung makna adanya transformasi 

BKN pada dua aspek: 

1)​ Transformasi peran BKN, dari yang 

sebelumnya hanya berfokus pada 

penguatan praktik manajemen ASN 

oleh instansi pemerintah, menjadi 

berfokus pula pada penjaminan 

prinsip meritokrasi termasuk hak-hak 

pegawai ASN. Dengan demikian, 

mitra BKN turut meluas menjadi 

meliputi para pegawai ASN. 

2)​ Transformasi filosofi pendekatan 

BKN, dari yang sebelumnya 

cenderung berfokus pada 

administrasi kepegawaian (personnel 

administration) dan manajemen 

sumber daya manusia (human 

resource management) menjadi 

human capital management. Artinya, 

BKN memerankan secara utuh 

peran-peran vital dalam pengelolaan 

manusia di organisasi pemerintahan, 

termasuk menjadi konsultan 

sekaligus mitra strategis (strategic 

partner) para pimpinan instansi 

pemerintah dalam hal pengelolaan 

ASN. 
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2.5 Sasaran Strategis BKN 

Sasaran strategis merupakan 

kondisi yang akan dicapai secara nyata 

oleh kementerian/lembaga yang 

mencerminkan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) 

dari satu atau beberapa program. Sasaran 

strategis BKN disusun secara integratif 

dengan sasaran program guna 

memastikan terjalinnya kerangka logis 

yang tepat antara kedua level sasaran 

tersebut. Dalam penyusunan sasaran 

strategis ini, BKN menggunakan model 

Balanced Scorecard (BSC) yang secara 

prinsip dibagi ke dalam 4 (empat) 

perspektif, yaitu stakeholders perspective, 

customer perspective, internal process 

perspective, dan learning and growth 

perspective. Susunan keempat perspektif 

tersebut dalam rangka penyusunan 

Rencana Strategis BKN 2025-2029 tidak 

dilakukan secara paralel, melainkan 

dibangun dengan asumsi dasar bahwa 

stakeholders perspective menjadi resultan 

akhir dari seluruh upaya strategis BKN 

pada perspektif-perspektif lainnya. Namun 

demikian, ukuran keberhasilan dari 

stakeholders perspective tetap menjadi 

aspek yang ditimbang dalam pengukuran 

kinerja strategis BKN. Hal ini diilustrasikan 

dalam gambar berikut: 

 

 

Gambar 3 Peta Strategis BKN 2025 - 2029 

STAKEHOLDER PERSPECTIVE 

Stakeholder perspective 

sebagaimana dijelaskan di atas 

menggambarkan kondisi akhir yang 

dirasakan oleh para penerima manfaat 

BKN secara luas. Rumusan stakeholder 

perspective BKN adalah “Meningkatnya 

kapabilitas instansi pemerintah dalam 

manajemen ASN dan profesionalitas 

pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi”. 

Dalam kerangka kebijakan perencanaan 

strategis yang berlaku, rumusan ini 

diposisikan sebagai Sasaran Strategis 1 
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BKN, dengan indikator kinerja sebagai 

berikut: 

“Persentase Instansi Pemerintah yang 

telah menerapkan implementasi 

manajemen ASN sesuai prinsip 

meritokrasi minimal berkategori baik” 

CUSTOMER PERSPECTIVE 

Customer perspective merupakan 

kondisi yang dialami oleh pengguna 

layanan utama BKN, baik yang berkaitan 

dengan pelayanan pengelolaan 

kepegawaian, advokasi sebagai mitra 

strategis pembina kepegawaian, maupun 

pembinaan manajemen ASN untuk 

kementerian/lembaga/pemda. Semua 

kegiatan pelayanan ini dilaksanakan dalam 

kerangka strategic human capital 

management (SHCM). Adapun rumusan 

customer perspective BKN adalah 

“Terwujudnya pelayanan dan pembinaan 

manajemen ASN yang unggul”.  Dalam 

kerangka kebijakan perencanaan strategis 

yang berlaku, rumusan ini diposisikan 

sebagai Sasaran Program 1.1, dengan 

indikator kinerja sebagai berikut: 

“Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 

seluruh layanan dan pembinaan 

manajemen ASN” 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

Internal process perspective 

menggambarkan keberhasilan proses 

bisnis yang dijalankan oleh BKN. Dalam 

kaitan dengan prinsip dan pendekatan 

yang digunakan BKN sebagaimana 

dijabarkan pada visi, misi, dan tujuan BKN, 

maka internal process perspective terbagi 

ke dalam tiga aspek, dengan rumusan 

sebagai berikut: 

a.​ Meningkatnya kualitas pengembangan 

talenta dan karier ASN berbasis 

talenta, yang diposisikan sebagai 

Sasaran Program 1.2, dengan indikator 

kinerja: 

“Persentase Instansi Pemerintah yang 

menerapkan manajemen talenta” 

b.​ Terwujudnya digitalisasi manajemen 

ASN yang interoperable, andal dan 

aman, yang diposisikan sebagai 

Sasaran Program 1.3, dengan indikator 

kinerja: 

1)​ Tingkat interoperabilitas sistem 

informasi ASN; 

2)​ Persentase instansi dengan indeks 

kualitas data ASN berpredikat 

minimal tinggi; 

3)​ Persentase Pencapaian Kriteria Tier 

Certification of Constructed 

Facilities (TCCF) Tier 3 Data Center; 

4)​ Tingkat Kematangan Keamanan 

Siber. 

c.​ Meningkatnya kepatuhan atas 

kebijakan manajemen ASN dan prinsip 

meritokrasi, yang diposisikan sebagai 

Sasaran Program 1.4, dengan indikator 

kinerja: 

1)​ Persentase Instansi Pemerintah 

yang mendapatkan pembinaan 

dalam upaya mencapai kualitas 
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implementasi manajemen ASN 

sesuai prinsip meritokrasi minimal 

berkategori baik; 

2)​ Persentase Instansi Pemerintah 

yang telah menerapkan 

implementasi manajemen ASN 

sesuai prinsip meritokrasi minimal 

berkategori baik; 

3)​ Persentase hasil pengawasan dan 

pengendalian yang ditindaklanjuti 

Instansi Pemerintah sesuai 

kewenangan BKN. 

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 

Learning and growth perspective 

merupakan gambaran atas optimalnya 

organisasi BKN dalam pengelolaan sumber 

daya yang dimilikinya. Hal ini tercermin 

dalam “Meningkatnya kapasitas 

kelembagaan BKN yang lincah, 

profesional, dan akuntabel serta berbasis 

digital”. Rumusan ini dalam kerangka 

kebijakan perencanaan strategis 

diposisikan sebagai Sasaran Strategis 2, 

dengan indikator yaitu Nilai Reformasi 

Birokrasi BKN. Lebih lanjut, sasaran 

strategis ini didukung oleh sasaran 

program sebagai berikut: 

1)​ SP 2.1 – Organisasi dan sumber daya 

manusia BKN yang andal dan 

berorientasi kinerja  

a.​ Skor evaluasi AKIP BKN; 

b.​ Indeks Sistem Merit BKN. 

2)​ SP 2.2 – Governansi BKN yang digital, 

berbasis bukti, dan akuntabel 

a.​ Opini BPK atas laporan 

keuangan BKN; 

b.​ Indeks Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran BKN; 

c.​ Indeks SPBE BKN; 

d.​ Level maturitas SPIP Terintegrasi 

BKN. 

2.6 Perjanjian Kinerja BKN 

Sebagai wujud komitmen terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

Perjanjian Kinerja (PK) menjadi media 

formal penugasan antara jenjang 

pimpinan. Di tahun 2025, Badan 

Kepegawaian Negara menyusun PK 

dengan mengacu pada Rencana Strategis 

BKN 2025–2029, guna memastikan bahwa 

setiap program dan kegiatan dilaksanakan 

secara terukur dan bertanggung jawab. 

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

yang telah disusun Badan Kepegawaian 

Negara. Pada tahun 2025, Badan 

Kepegawaian Negara merevisi target 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis sesuai 

dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja BKN : 
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Tabel 2 Perjanjian Kinerja BKN Tahun 2025 

 

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target 

1 Meningkatnya kapabilitas instansi 

pemerintah dalam manajemen 

ASN dan profesionalitas pegawai 

ASN berbasis prinsip meritokrasi  

1 Persentase instansi pemerintah yang 

telah menerapkan implementasi 

manajemen ASN sesuai prinsip 

meritokrasi minimal berkategori baik 

70% 

2 Meningkatnya kapasitas 

kelembagaan BKN yang lincah, 

profesional, dan akuntabel serta 

berbasis digital 

2 Nilai reformasi birokrasi BKN 90 

 

2.7 Prioritas Nasional BKN 

Berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 

dan Surat Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor S-612/MK.02/2024 

B.480/M/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 

19 Juli 2024 tentang Pagu Anggaran 

Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana 

Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga TA 2025 sebagai 

berikut: 

Tabel 3 Program Prioritas Nasional BKN Tahun 2025 

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas 
Nasional 

Target 

Asta Cita ke-7 : Memperkuat 

Reformasi Politik, Hukum, dan 

Birokrasi, serta Memperkuat 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi, 

Narkoba, Judi, dan 

Penyelundupan 

Penerapan Prinsip 

Meritokrasi dan 

Reformasi 

Manajemen ASN 

01-Peningkatan 

kesejahteraan ASN 

melalui penerapan 

konsep total 

Reward berbasis 

kinerja ASN 

Rekomendasi 

Kebijakan 

Roadmap 

Penerapan Sistem 

Pensiun 

1 Rekomendasi 

04-Digitalisasi 

Manajemen ASN 

Penguatan Data 

Base Profil melalui 

Peningkatan 

Kualitas Data ASN 

1 Layanan 

06-Penerapan dan 

evaluasi Kebijakan 

Manajemen ASN 

Pengawasan dan 

Pemberian 

Rekomendasi atas 

Penindakan 

Penerapan Sistem 

100 Rekomendasi 
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Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas 
Nasional 

Target 

Merit dalam 

Manajemen  ASN 

 

PN 1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun 

Rekomendasi kebijakan roadmap 

penerapan sistem pensiun  merupakan 

salah satu program prioritas nasional yang 

dilaksanakan BKN pada tahun 2025. 

Roadmap Penerapan Sistem Pensiun 

merupakan peta jalan penerapan sistem 

pensiun bagi pegawai ASN sebagai 

dokumen perencanaan yang memberi 

arah dan langkah-langkah 

penyelenggaraan jaminan pensiun dan 

jaminan hari tua untuk bahan masukan 

dalam penyusunan RPP Jaminan Pensiun 

dan Jaminan Hari Tua Pegawai ASN, sesuai 

Pasal 21 dan Pasal 22 UU 20/2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara. Roadmap 

penerapan sistem pensiun ini, difokuskan 

pada dua aspek yang menjadi 

permasalahan dalam penerapan pensiun 

saat ini, hal tersebut menjadi langkah 

strategis dalam menciptakan sistem 

jaminan hari tua yang adil, berkelanjutan, 

dan adaptif terhadap dinamika demografi 

serta tantangan fiskal di masa depan. 

 

PN 2. Database Profile ASN 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

perlu memastikan bahwa manajemen 

talenta ASN berjalan efektif dan sesuai 

dengan prinsip yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga 

terwujud birokrasi yang profesional, 

berintegritas, dan mampu mendukung 

pembangunan nasional. Manajemen 

talenta diselenggarakan berdasarkan 

sistem merit dan prinsip meritokrasi, yang 

menekankan pada kualifikasi, kompetensi, 

potensi, dan kinerja, serta integritas dan 

moralitas, yang dilaksanakan secara adil 

dan wajar tanpa membedakan latar 

belakang individu. 

Pelaksanaan Manajemen Talenta 

perlu didukung tersedianya data profil 

ASN yang akurat, terkini, terpadu, mudah 

diakses dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemenuhan data 

profil ASN menjadi penting agar setiap 

keputusan dalam pelaksanaan 

manajemen talenta didasarkan pada data 

yang memenuhi prinsip Satu Data 

Indonesia, namun kondisi saat ini 

database profil ASN yang dimiliki BKN 

belum mencakup kebutuhan dalam 

manajemen talenta secara komprehensif. 

Menindaklanjuti hal tersebut, BKN 

berupaya menyusun database profil ASN 

melalui beberapa hal diantaranya: 
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1.​ Penyusunan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara tentang 

Pengukuran Kualitas Data ASN. 

Pengukuran Kualitas Data ASN 

bertujuan untuk memastikan sejauh 

mana mutu data kepegawaian ASN 

yang ada, dapat mendukung 

pengambilan kebijakan yang tepat, 

efisien, dan berbasis data.  

Pengukuran kualitas data akan 

berdampak pada penyusunan 

rencana tindak lanjut perbaikan tata 

kelola data dan mendukung 

terwujudnya database profil ASN 

yang dapat dijadikan sebagai alat 

pengambilan keputusan yang tepat 

dalam proses manajemen talenta. 

2.​ Pembangunan Layanan Pengukuran 

Kualitas Data yang terintegrasi 

langsung dengan platform Sistem 

Informasi ASN. 

3.​ Menyediakan portal data untuk 

keperluan data analitik 

4.​ Pengembangan database profile ASN 

dalam pengelolaan manajemen 

talenta. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan terpenuhinya data ASN 

untuk manajemen talenta sesuai 

kriteria kebutuhan instansi baik 

pusat maupun daerah. 

5.​ Workshop Pembahasan 

Permasalahan Referensi Jabatan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan tata cara pembaruan 

dan peralihan data jabatan 

fungsional maupun pelaksana sesuai 

dengan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Kementerian PANRB. Setelah 

adanya kegiatan ini, diharapkan 

instansi dapat menyesuaikan jabatan 

ASN yang ada di instansinya sesuai 

dengan nomenklatur yang berlaku, 

sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan data Jabatan ASN. 

 

PN 3. Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan 

Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen ASN 

BKN melalui Direktorat 

Pengawasan dan Pengendalian I 

menjalankan program Prioritas Nasional 

(PN) untuk melakukan Pengawasan dan 

Pemberian Rekomendasi Penindakan atas 

Pelanggaran Penerapan Sistem Merit 

dalam Manajemen ASN. Saat ini target 

penerapan sistem merit masih menjadi 

target prioritas nasional pemerintahan 

mengingat sistem merit merupakan pintu 

masuk dari target besar nasional untuk 

implementasi manajemen talenta di 

seluruh instansi.  

Bagi instansi yang hasil penilaian 

sistem meritnya telah bernilai sangat baik, 

dapat mengajukan usul pengecualian dari 

pelaksanaan seleksi terbuka dalam 

pemilihan pejabat pimpinan tinggi karena 

dinilai telah melaksanakan manajemen 

talenta secara penuh. Untuk itu, target 

penerapan sistem merit ini, selain 

dilakukan dengan penilaian secara 

konsisten terhadap penerapan sistem 

merit di instansi, juga secara bersamaan 

dilakukan pengawasan penerapan sistem 

merit terhadap seluruh aspek yang 
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menjadi kriteria penerapan sekaligus 

memberikan rekomendasi penegakan atas 

pelanggaran sistem merit yang dilakukan 

oleh instansi. 

Dengan adanya efisiensi anggaran 

sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan 

Menteri Keuangan, telah dilakukan 

penyesuaian metode pelaksanaan sebagai 

upaya percepatan kegiatan dengan 

menetapkan skala prioritas dan 

melakukan persamaan persepsi dalam 

pengawasan dan pemberian rekomendasi 

sehingga output sejumlah 100 

rekomendasi dapat tercapai hingga akhir 

tahun 2025. 

 

2.8 Rencana Anggaran BKN 

Untuk mendukung pencapaian 

target yang tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2025, Badan Kepegawaian 

Negara menetapkan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahun 2025 yang ditetapkan 

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) DJA Tahun Anggaran 2025 Nomor 

SP DIPA-088.01-1.017220/2025 tanggal 2 

Desember 2024 adalah sebesar Rp. 

798.342.991.000,-.  

Anggaran belanja Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 

Anggaran 2025 sebagaimana tercantum 

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) DJA TA 2025 Nomor SP 

DIPA-088.01-1.017220/2025 tertanggal 2 

Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp 

798.342.991.000,- Selanjutnya, pada 

Tahun 2025, sejalan dengan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 

dan APBD TA 2025 serta Surat Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 

S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 

2025 mengenai tindak lanjut efisiensi 

belanja Kementerian/Lembaga, BKN 

melaksanakan efisiensi belanja berupa 

pemblokiran anggaran dengan nilai 

sebesar Rp 126.721.646.000,-. 

BKN kemudian mendapatkan 

tambahan pagu anggaran untuk 

penyelenggaraan seleksi kompetensi 

CPPPK Tahap II Formasi Tahun Anggaran 

2024 dan tambahan anggaran dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

sehingga total anggaran BKN menjadi 

mencakup dua program utama sebagai 

berikut: 
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Tabel 4 Pagu Anggaran BKN Tahun 2025 

 
Kode Kegiatan Pagu Alokasi 

088.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 665.179.379.000 

088.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata 
Kelola ASN 

Rp. 253.999.877.000 

Total Pagu Anggaran Rp. 919.179.256.000 

 
Tabel 5  Pagu Anggaran BKN Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Strategis 

 
No. Sasaran Strategis Pagu Alokasi 

SS 1. Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah 
dalam manajemen ASN dan profesionalitas 
pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi  

Rp. 253.999.877.000 

SS 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang 
lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis 
digital 

 
Rp. 665.179.379.000 

   

Total Pagu Anggaran Rp. 919.179.256.000 

 
 
 
 
 
 

17 



CAPAIAN KINERJA
BAB III



 

BAB III 

CAPAIAN KINERJA 

 
Dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang efektif dan 

akuntabel, Badan Kepegawaian Negara 

berkomitmen untuk melaksanakan 

seluruh target kinerja sebagaimana 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 

2025. Target-target tersebut ditetapkan 

tidak hanya sebagai instrumen 

perencanaan dan pengukuran kinerja, 

tetapi juga sebagai wujud nyata 

pertanggungjawaban BKN kepada publik 

dan seluruh pemangku kepentingan atas 

amanah yang diemban dalam 

pengelolaan manajemen kepegawaian 

nasional. 

Sebagai bagian dari mekanisme 

monitoring dan evaluasi, BKN secara 

berkala melakukan pengukuran dan 

analisis terhadap capaian kinerja guna 

memastikan bahwa pelaksanaan 

program dan kegiatan telah berjalan 

sesuai dengan arah strategis yang telah 

ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pencapaian yang telah 

berhasil diraih, kendala yang dihadapi, 

serta peluang perbaikan yang dapat 

dimanfaatkan dalam perencanaan tahun 

selanjutnya. Untuk itu, disusunlah uraian 

dan analisis capaian kinerja Tahun 2025. 

Dokumen ini menyajikan ringkasan 

capaian kinerja beserta penjelasan 

masing-masing indikator kinerja utama 

BKN yang menjadi dasar dalam 

penyusunan rekomendasi perbaikan dan 

penyesuaian strategi perencanaan 

kinerja program dan anggaran di tahun 

2026. 

Capaian kinerja  Badan 

Kepegawaian Negara pada Tahun 2025 

tersaji dalam tabel berikut: 

 

 

 



 
 
 
 

Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BKN Tahun 2025 

 

 

 
3.1 Capaian Sasaran Strategis I  

SS 1. Meningkatnya Kapabilitas Instansi Pemerintah dalam Manajemen ASN dan 

Profesionalitas Pegawai ASN berbasis Prinsip Meritokrasi 

Peningkatan kapabilitas instansi 

pemerintah dalam manajemen ASN 

serta  profesionalitas pegawai berbasis 

meritokrasi merupakan salah satu 

prioritas strategis pemerintah. 

Meritokrasi menjamin bahwa setiap 

keputusan terkait rekrutmen, 

pengembangan karier, hingga promosi 

ASN dilakukan secara objektif, 

berdasarkan kompetensi, kinerja, dan 

integritas. Untuk mewujudkannya, 

diperlukan langkah-langkah konkret 

seperti penerapan seleksi berbasis 

kompetensi, penyelenggaraan pelatihan 

berkelanjutan, serta penerapan sistem 

evaluasi kinerja yang transparan dan 

adil. Pendekatan ini tidak hanya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

tetapi juga mendorong efisiensi 

birokrasi. Dengan demikian, ASN yang 

profesional akan mampu merespons 

kebutuhan masyarakat secara cepat dan 

tepat, turut mendukung agenda 

pembangunan nasional, serta 

memperkuat kepercayaan publik 

terhadap pemerintah. 
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IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi 

Manajemen ASN Sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik  

Tabel 7 Realisasi IKU 1 Tahun 2025 

Target Renstra 2029 Target 2025 Realisasi 2025 Capaian 2025 

77% 70% 75,08% 107,25% 

 

Pada tanggal 10 Februari 2025, 

Presiden Prabowo Subianto dalam 

bentuk Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2025-2029. RPJMN ini merupakan 

implementasi tahap pertama RPJPN 

Tahun 2025-2045 sekaligus pondasi awal 

untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 

2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 

dirumuskan upaya-upaya transformatif 

sesuai dengan fokus arah kebijakan 

dalam tahap I RPJPN Tahun 2025-2029. 

Sejumlah transformasi dalam tahap 

pertama ini mencakup transformasi 

sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi 

hukum, stabilitas, dan kepemimpinan 

Indonesia, ketahan sosial budaya dan 

ekologi, pembangunan wilayah dan 

sarana prasarana, serta kesinambungan 

pembangunan. 

Fokus arah kebijakan RPJPN 

Tahun 2025-2029 Tahap I yang tertuang 

dalam Presiden Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 

terkait dengan transformasi tata kelola 

yang masuk pada Prioritas Nasional 7, 

terdapat delapan fokus, yaitu: 

a.​ Perbaikan kelembagaan yang tepat 

fungsi, 

b.​ Penyempurnaan fondasi penataan 

regulasi, 

c.​ Pembentukan dan penguatan 

lembaga tunggal pengelola 

regulasi, 

d.​ Peningkatan kualitas ASN berbasis 

merit, 

e.​ Kebijakan pembangunan berbasis 

bukti, 

f.​ Penerapan manajemen risiko 

perencanaan dan pengendalian 

pembangunan, 

g.​ Peningkatan pelayanan publik 

berbasis teknologi informasi, 

h.​ Penguatan kapasitas masyarakat 

sipil. 

Hal ini diperkuat dengan sasaran 

nomor dua pada RPJMN 2025-2029 

yaitu terwujudnya birokrasi 

pemerintahan yang adaptif dan 

melayani terdapat salah satu isu berupa 

penerapan sistem merit belum optimal 

yang ditindaklanjuti oleh arah kebijakan 

berupa penerapan prinsip meritokrasi 

dan reformasi Manajemen ASN.  

Penerapan prinsip meritokrasi dan 
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reformasi manajemen ASN diarahkan 

untuk mewujudkan penyelenggaraan 

manajemen ASN sesuai prinsip 

meritokrasi melalui (a) peningkatan 

kesejahteraan ASN melalui penerapan 

konsep total reward berbasis kinerja 

ASN, (b) penguatan sistem manajemen 

talenta ASN, (c) penerapan 

pengembangan kompetensi ASN yang 

mendorong kemudahan akses belajar, 

(d) digitalisasi manajemen ASN, (e) 

penerapan budaya kerja yang 

mendorong peningkatan integrasi ASN, 

serta (f) penerapan dan evaluasi 

kebijakan manajemen ASN. 

Implementasi manajemen ASN 

sesuai prinsip meritokrasi adalah 

pengelolaan seluruh/sebagian besar 

aspek manajemen ASN yang didasarkan 

pada pertimbangan kualifikasi, 

kompetensi, potensi, kinerja, integritas 

dan moralitas. Prinsip ini diterapkan 

secara adil dan wajar tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, 

warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau 

kondisi kecacatan. 

Dalam mengukur kualitas 

implementasi manajemen ASN, 

dilaksanakan dengan menggunakan 

instrumen: 

1.​ Indeks implementasi NSPK 

manajemen ASN, sesuai Peraturan 

BKN Nomor 1 Tahun 2023; 

2.​ Indeks sistem merit, berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; 

3.​ Survey instansi. 

Aspek yang dinilai dalam 

penerapan sistem merit pada tahun 

2025 berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 116 Tahun 2022 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian 

Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, 

dan Kriteria Manajemen ASN serta 

Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Indeks dan Penilaian 

Implementasi Norma, Standar, Prosedur, 

dan Kriteria Manajemen ASN, yaitu: 

●​ penyusunan dan penetapan 

kebutuhan ASN; 

●​ pengadaan ASN; 

●​ pengangkatan ASN; 

●​ pangkat; 

●​ mutasi; 

●​ jabatan; 

●​ pengembangan karier ASN; 

●​ pola karier; 

●​ penggajian, tunjangan, dan 

fasilitas; 

●​ penghargaan; 

●​ jaminan pensiun dan jaminan 

hari tua; 

●​ perlindungan; 

●​ penilaian kinerja; 

●​ cuti; 

●​ kode etik; 

●​ disiplin; 

●​ pemberhentian; dan 

●​ pensiun. 

Adapun penilaian sistem merit 

dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 8 Kategori Penilaian Sistem Merit 

No Kategori Nilai 

1 A (Unggul) 85,01 - 100,00 

2 B (Baik) 70,01 - 85,00 

3 C (Cukup) 55,01 - 70,00 

4 D (Kurang) 40,01 - 55,00 

5 E (Buruk) 25,00 - 40,00 

 

Perihal dinamika instrumen 

penilaian sistem merit, pada awal tahun 

2025 Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara mengeluarkan 

kebijakan bahwa penilaian sistem merit 

di Instansi Pemerintah tahun 2025 

mengalami penundaan hingga 

dikeluarkannya kebijakan baru terkait 

penilaian sistem merit sesuai 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada 

perkembangannya, di bulan Desember 

2025, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 

2025 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil 

Negara kemudian terbit, namun 

demikian peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara terkait petunjuk 

teknis penilaian sistem merit belum 

disahkan sehingga penilaian sistem 

merit pada tahun 2025 belum dapat 

dilaksanakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 

pada penetapan perjanjian kinerja pasca 

disahkannya SOTK baru yaitu Peraturan 

Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 

2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Kepegawaian Negara, 

pengukuran kinerja untuk indikator 

kinerja  Persentase Instansi Pemerintah 

yang telah menerapkan implementasi 

manajemen ASN sesuai prinsip 

meritokrasi minimal berkategori baik 

pada tahun 2025 hanya menggunakan 

penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN 

sebagai alat ukur untuk mengetahui 

penerapan prinsip-prinsip meritokrasi di 

instansi pemerintah sampai dengan 

instrumen penilaian sistem merit 

ditetapkan secara keseluruhan. 

Berdasarkan data Deputi Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian tahun 

2024, terdapat 75,08% instansi yang 

telah menerapkan norma, standar 

prosedur dan kriteria manajemen ASN 

dengan mendasarkan Nota Dinas Nomor 

085/AK.02.02/ND/F/2026. Capaian 

tersebut diperoleh dari jumlah instansi 

yang bernilai A dan B sejumlah 467 

instansi dari 622 instansi secara 

keseluruhan. Perbandingan capaian 

dengan tahun-tahun sebelumnya dapat 

dilihat pada grafik berikut: 
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Grafik 3 Perbandingan Capaian dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 

 

Sedangkan target selama kurun waktu 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel 

berikut: 
Tabel 9 Target IKU 1 Tahun 2020 - 2024 

No Kategori Target (%) 

1 A (Unggul) 5 

2 B (Baik) 20 

3 C (Cukup) 40 

4 D (Kurang) 60 

5 E (Buruk) 100 

Spesifik berdasarkan wilayah Kantor Regional, nilai Indeks NSPK dapat 

digambarkan pada grafik di bawah ini: 

Grafik 4 Realisasi Nilai berdasarkan Wilayah Kantor Regional 
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Kategori A dan B masih 

mendominasi pada sebagian besar 

Kantor Regional, khususnya wilayah 

kerja BKN Pusat, Kanreg I BKN 

Yogyakarta, Kanreg II BKN Surabaya,  

Kanreg III BKN Bandung, dan Kanreg V 

BKN Jakarta yang mencerminkan 

capaian implementasi NSPK relatif baik. 

Namun demikian, pada beberapa Kantor 

Regional masih terdapat proporsi 

kategori C, D, dan E yang cukup 

signifikan, sehingga memerlukan 

penguatan pembinaan dan pengawasan 

yang lebih terarah guna meningkatkan 

kualitas implementasi NSPK secara 

merata. 

Sedangkan nilai elemen Indeks 

NSPK per wilayah kerja dapat dilihat dari 

grafik berikut: 

 
Grafik 5 Nilai Elemen Indeks NSPK per Wilayah Kerja 

 

Grafik di atas menyajikan 

perbandingan capaian nilai Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN 

antara instansi pusat dan instansi daerah 

pada setiap elemen, dengan 

mempertimbangkan bobot penilaian. 

Secara umum, nilai implementasi pada 

instansi pusat relatif lebih tinggi 

dibandingkan instansi daerah di hampir 

seluruh elemen, khususnya pada elemen 

berbobot tinggi seperti penyusunan dan 

penetapan kebutuhan, pengangkatan 

ASN, pengembangan karier, pola karier, 

dan perlindungan. Kondisi ini 

menunjukkan masih adanya 

kesenjangan capaian implementasi NSPK 

antara instansi pusat dengan instansi 

daerah, sehingga diperlukan penguatan 

pembinaan, asistensi, dan pengawasan 

yang lebih terarah pada instansi daerah 

guna meningkatkan keselarasan dan 

kualitas implementasi NSPK secara 

nasional. 

Beberapa progres yang dilakukan 

pada indikator I BKN yang diampu oleh 

Deputi Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Manajemen ASN 

diantaranya: 
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-​ Penerbitan Rekomendasi 

Rekomendasi dikeluarkan dalam 

rangka pengawasan dan pengendalian 

terhadap pengangkatan, 

pemberhentian, promosi, dan mutasi 

kepegawaian agar dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Rekomendasi 

diberikan kepada instansi baik yang 

dipimpin oleh pejabat definitif maupun 

penjabat (sedang dalam kekosongan 

PPK). Proses ini dilakukan melalui 

imut.bkn.go.id.  

-​ Persetujuan dan Rekomendasi 

Jabatan Pimpinan Tinggi 

Persetujuan diberikan terhadap 

rencana pelaksanaan seleksi terbuka, 

rencana pelaksanaan uji kompetensi, 

rencana pelaksanaan evaluasi kinerja 

serta perubahan susunan panitia seleksi 

jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan 

Rekomendasi diberikan terhadap hasil 

seleksi terbuka, hasil uji kompetensi, 

hasil evaluasi kinerja serta pengukuhan. 

Proses ini dilakukan melalui layanan 

Integrated Mutasi (I-Mut) pada platform 

ASN digital (asndigital.bkn.go.id).  

 
Gambar 4 Ilustrasi pelaksanaan seleksi terbuka 

-​ Konsultasi Permasalahan 

Kepegawaian 

Selain proses pengawasan dan 

pengendalian melalui imut.bkn.go.id, 

untuk memastikan implementasi 

manajemen ASN pada instansi 

pemerintah dilaksanakan berdasarkan 

prinsip sistem merit, Auditor 

Manajemen ASN membangun 

komunikasi intens dengan pimpinan 

maupun PIC instansi pemerintah baik 

secara tatap muka maupun melalui 

daring. 

 
Gambar 5. Ilustrasi konsultasi PIC dengan 

Auditor 

-​ Pengawasan dan Pengendalian 

Netralitas ASN 

Berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala 

Badan Kepegawaian Negara, Ketua 

Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua 

Badan Pengawasan Pemilihan Umum 

Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 

Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, 

Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 

1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Netralitas Pegawai ASN Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan 

Pemilihan, pemerintah 

menginstruksikan kepada seluruh 

PPK/Pejabat Plt/Penjabat Kepala Daerah 

wajib untuk mengupayakan terciptanya 
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iklim yang kondusif dan melakukan 

pencegahan, pembinaan, pengawasan, 

dan penjatuhan sanksi terhadap 

pelanggaran netralitas oleh pegawai 

ASN, dan melakukan pengawasan 

terhadap pegawai ASN yang berada di 

lingkungan instansi masing-masing 

sebelum penetapan calon sampai 

dengan pelantikan calon terpilih. 

Seluruh pegawai ASN wajib menjaga 

netralitas, soliditas, dan jiwa korps 

dalam menyikapi situasi politik yang ada 

agar tidak terpengaruh untuk melakukan 

kegiatan yang mengarah pada 

keberpihakan atau ketidaknetralan. 

Badan Kepegawaian Negara melalui 

Deputi Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Manajemen ASN 

melakukan Pengawasan dan 

Pengendalian Netralitas ASN melalui 

aplikasi Layanan Sistem Berbagi 

Terintegrasi (SBT) yang terhubung 

dengan SIASN sehingga data 

pelanggaran netralitas ASN dapat 

ter-update langsung ke data SIASN. 

-​ Penyusunan Kerangka Pengaturan 

Penerapan Sistem Merit 

Pada tahun 2025, penyusunan 

kerangka peraturan penerapan sistem 

merit telah ditetapkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi melalui terbitnya 

Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 19 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Merit dalam 

Manajemen Aparatur Sipil Negara 

sementara petunjuk teknis penilaian 

sistem merit masih dalam proses 

penetapan. 

Selain menjalankan fungsi 

pengawasan dan pengendalian, 

pembinaan manajemen Aparatur Sipil 

Negara (ASN) merupakan elemen yang 

tidak terpisahkan dalam upaya 

mewujudkan tata kelola ASN yang 

profesional, akuntabel, dan berbasis 

meritokrasi. Pembinaan ini memiliki 

peran strategis karena secara langsung 

mempengaruhi kualitas sistem 

manajemen talenta nasional, yang 

menjadi pondasi dalam memastikan 

penempatan pegawai yang tepat dalam 

posisi yang tepat, sesuai kompetensi, 

kualifikasi, dan kinerja. 

Gambar 6. Ekspose Manajemen Talenta Pemkot 

Batu 

Untuk mendukung tujuan 

tersebut, penyelenggaraan pembinaan 

manajemen ASN dilaksanakan secara 

terencana dan terstruktur oleh 

Kedeputian Pembinaan 

Penyelenggaraan Manajemen ASN 

(PPMASN). Kedeputian ini memegang 

tugas dan fungsi yang berkaitan dengan 

penyusunan pedoman, pemberian 

bimbingan teknis, fasilitasi, hingga 

penguatan kapasitas instansi 

pemerintah dalam menerapkan 
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prinsip-prinsip meritokrasi secara 

konsisten. 

 

Gambar 7. Ekspose Manajemen Talenta 

Melalui peran PPMASN tersebut, 

proses pembinaan dilakukan tidak hanya 

untuk memastikan kepatuhan instansi 

pemerintah terhadap regulasi, tetapi 

juga untuk memperkuat budaya 

manajemen SDM aparatur yang modern, 

adaptif, dan berbasis kinerja. Dengan 

demikian, pembinaan manajemen ASN 

menjadi pilar penting dalam 

menciptakan ekosistem birokrasi yang 

mampu mengelola talenta secara 

optimal, berdaya saing, dan mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan 

nasional. 

Secara keseluruhan, integrasi 

antara fungsi pengawasan, 

pengendalian, dan pembinaan 

manajemen ASN merupakan langkah 

strategis dalam membangun sistem 

kepegawaian negara yang lebih baik. 

Peran PPMASN dalam penyelenggaraan 

pembinaan ini memastikan bahwa 

reformasi birokrasi, khususnya dalam 

penguatan manajemen talenta, berjalan 

secara terarah, berkesinambungan, dan 

berdampak nyata bagi peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Pada tahun 2025, rangkaian 

kebijakan teknis yang telah diselesaikan 

menunjukkan upaya pencapaian kinerja 

yang cukup signifikan. Secara 

keseluruhan, telah diterbitkan 4 

Peraturan Badan (PERBAN), 2 Surat 

Edaran (SE), 1 Keputusan Kepala 

(KEPKA), serta 4 modul atau rumusan 

kebijakan yang berfungsi sebagai 

pedoman operasional maupun landasan 

analitis dalam pelaksanaan program 

(tabel 10). 

Capaian tersebut mencerminkan 

konsistensi upaya penyusunan regulasi 

dan pedoman teknis yang selaras 

dengan kebutuhan organisasi serta arah 

kebijakan strategis. Setiap produk 

regulasi dan modul yang telah 

ditetapkan juga menjadi bagian penting 

dalam memastikan pelaksanaan tugas 

dan fungsi dapat berjalan lebih terarah, 

terstandar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Di sisi lain, beberapa kebijakan 

masih berada dalam tahap penyelesaian 

dan pembahasan di BHKP yang 

ditargetkan pada tahun 2026 baik 

berupa peraturan badan (PERBAN), 

Keputusan Kepala (KEPKA), Surat Edaran 

(SE), serta 4 modul baik berisi mengenai 

pedoman maupun rekomendasi 

kebijakan (tabel 11). Seluruh dokumen 

tersebut sedang melalui proses 

harmonisasi, sinkronisasi materi, serta 

penyempurnaan redaksional agar sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kebutuhan 

implementasi di lapangan. 

Dengan demikian, secara 

keseluruhan gambaran penyusunan 
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kebijakan teknis pada tahun 2025 

memperlihatkan dua hal utama: 

pertama, capaian konkret berupa 

sejumlah regulasi dan modul yang telah 

ditetapkan; kedua, progres penyusunan 

kebijakan yang masih berjalan di BHKP, 

yang menunjukkan keberlanjutan dan 

konsistensi proses penguatan regulasi 

dalam organisasi di tahun 2026. 

Kombinasi antara capaian dan progres 

ini menunjukkan bahwa proses 

pembentukan kebijakan teknis terus 

bergerak maju dan berada pada jalur 

yang tepat menuju penyelesaian target 

akhir tahun. 

 

Tabel 10 Regulasi yang Telah Ditetapkan Tahun 2025 

No Rancangan Regulasi Tanggal Ditetapkan 

1 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN 13 Januari 2025 

2 Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler 
PNS 

20 Mei 2025 

3 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Regional BKN 

3 Juli 2025 

4 Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat 
PNS  

3 Juli 2025 

5 Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan terkait 
Layanan Pencantuman Gelar ASN 

7 Maret 2025  

6 Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi 
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN  

5 Juni 2025 

7 
Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan 
Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN Instansi 
Pemerintah  

11 Agustus 2025 

8 Standarisasi Penyusunan Rumusan Kebijakan 5 Agustus 2025 

9 Modul Rencana Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya 
Manusia Aparatur 

18 September 2025 

10 Modul Penyusunan Rencana Hasil Kerja Jabatan Fungsional Nutrisionis di 
BGN 

1 Desember 2025 

11 Modul Penyusunan Rencana Hasil Kerja Jabatan Fungsional Guru dan 
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat 

1 Desember 2025 

 

Tabel 11 Rancangan Regulasi Tahun 2026 

No Rancangan Regulasi 

1 Modul Jabatan Fungsional Dosen 

2 Pedoman Pembinaan Kinerja 
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No Rancangan Regulasi 

3 Panduan instansi pembina untuk menyusun modul SKP Jabatan Fungsional 

4 Panduan perilaku 

5 Mobile e kinerja 

6 Modul e kinerja harian 

7 Modul pengelolaan kinerja di platform ruang GTK 

8 Panduan bagi instansi untuk mengevaluasi penilaian kinerja berbasis hasil 

9 Panduan bagi kantor regional untuk menilai pengelolaan kinerja di instansi wilayah kerja 

10 Panduan evaluasi penghargaan pegawai ASN 

11 
Materi Muatan Rumusan Kebijakan RPP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 
 
     - substansi pemberian THR dan gaji 13 bagi pegawai ASN tahun 2026 
     - substansi pemberian kepada penerima pensiun 

12 

Materi Muatan Rumusan Kebijakan Penghargaan dan Pengakuan (bahan penyusunan RPP), 
meliputi 
      - Substansi Gaji 
      - Substansi Tunjangan Jabatan/Individu 
      - Substansi Penghargaan yang bersifat Motivasi (Motivational Reward) 
      - Substansi Bantuan Hukum 

13 
Materi muatan RPP JPHT 
      - Substansi sistem jaminan pensiun hari tua ASN 
      - Simulasi perhitungan dampak fiskal JPHT ASN 

14 Materi muatan JKK JKM 

15 Revisi Perban 4 Tahun 2020 

16 Materi Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi pegawai ASN 

17 Rumusan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN 

18 Rumusan Penyesuaian Regulasi Jabatan Fungsional Manajemen ASN 

19 Rumusan Pedoman Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN 

20 Draft Pedoman Pembinaan JF MASN 

21 Rumusan Kebijakan Teknis Disiplin ASN 

22 Rumusan Kebijakan Teknis Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN 

23 Rumusan Kebijakan Teknis Pemberhentian ASN 

 

3.2 Capaian Sasaran Strategis II 

SS 2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BKN yang Lincah, Profesional, 
dan Akuntabel serta Berbasis Digital  
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Peningkatan kapabilitas 

kelembagaan Badan Kepegawaian 

Negara menjadi salah satu pilar penting 

dalam mewujudkan birokrasi modern 

yang lincah, profesional, dan akuntabel. 

Dengan pendekatan berbasis digital, 

BKN terus mengembangkan Sistem 

Informasi Manajemen ASN yang efisien 

dan terintegrasi, termasuk layanan 

administrasi dan pengelolaan data ASN. 

Transformasi ini diharapkan mendorong 

peningkatan kecepatan dan transparansi 

serta akurasi, sehingga memperkuat 

kedudukan BKN sebagai lembaga yang 

memiliki peran strategis dalam 

pembangunan tata kelola Manajemen 

ASN yang adaptif dan terpercaya. 

 
 
IKU 2. Nilai Reformasi Birokrasi BKN  

Tabel 12 Realisasi IKU 2 Tahun 2025  

Target Renstra 2029 Target 2025 Realisasi 2025 Capaian 2025 

91,00 90 84,23 93,58% 

 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

“Meningkatnya kapasitas kelembagaan 

BKN yang lincah, profesional, dan 

akuntabel serta berbasis digital” diukur 

melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 

BKN. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

Tahun 2025, Indeks RB ditetapkan 

sebagai indikator kinerja outcome 

dengan target sebesar 90, yang 

merefleksikan kualitas tata kelola 

organisasi, akuntabilitas, serta 

transformasi birokrasi secara 

menyeluruh. Berdasarkan Laporan Hasil 

Evaluasi (LHE) sementara pada Portal RB  

Kementerian PANRB, capaian Indeks RB 

BKN Tahun 2025 tercatat sebesar 84,23 

atau 93,58% dari target yang ditetapkan, 

dengan predikat A-. Dengan capaian 

tersebut, tingkat efektivitas indikator 

berada pada kategori sangat efektif, 

meskipun belum mencapai target 

optimal. 

Tabel 13 Penilaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BKN Tahun 2023 dan 2024 

No Penilaian Bobot Skor Tahun 2024 Skor Tahun 2025 
*Sementara 

1 Reformasi Birokrasi General 100 83,77 80,5 

2 Reformasi Birokrasi Tematik 10 5,99 3,73 

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 110 89,76 84,23 

Predikat  A- A- 

Sumber Data: LHE RB data olahan 
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Capaian Tahun 2025 mengalami 

penurunan sebesar 5,53 poin 

dibandingkan Tahun 2024 yang 

mencapai 89,76. Penurunan tersebut 

dipengaruhi oleh koreksi pada dua 

komponen utama, yaitu Reformasi 

Birokrasi General yang menurun dari 

83,77 menjadi 80,5 (turun 3,27 poin), 

serta Reformasi Birokrasi Tematik yang 

menurun dari 5,99 menjadi 3,73 (turun 

2,26 poin). Meskipun bobot RB Tematik 

relatif lebih kecil, penurunannya 

memberikan kontribusi langsung 

terhadap total indek. 

Grafik 6 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 

Tahun 2020-2025 

 
   Sumber: LHE Kemenpanrb 2020-2025 dan Target diambil dari Renstra BKN 2020-2025 

Apabila ditinjau dari tren lima 

tahun terakhir, capaian nilai RB BKN 

menunjukkan peningkatan yang 

konsisten dari Tahun 2020 dan mencapai 

89,76 (2024) yang melampaui dari target 

sebesar 85. Grafik Skor Reformasi 

Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 

memperlihatkan bahwa BKN secara 

konsisten berada di atas rata-rata 

nasional Kementerian/Lembaga pada 

periode tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara umum pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di BKN berada dalam 

jalur perbaikan yang progresif dan 

terarah.  
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Grafik 7 Skor Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 

 

Sumber Data: Paparan Deputi RBKunwas dalam Forum Diskusi RB Nasional diolah 

Hasil evaluasi Tahun 2025 

mengindikasikan bahwa fondasi tata 

kelola dan akuntabilitas tetap kuat, 

namun diperlukan penguatan pada 

aspek implementasi dan integrasi. Pada 

komponen RB General, evaluasi 

menyoroti perlunya peningkatan 

implementasi Arsitektur SPBE, 

penguatan maturitas SPIP, serta 

konsistensi pengendalian kinerja dan 

capaian IKU K/L. Sementara itu, pada 

komponen RB Tematik, indikator dan 

rencana aksi dinilai belum sepenuhnya 

memenuhi prinsip terukur (SMART) dan 

belum secara optimal menunjukkan 

intervensi yang berdampak langsung 

terhadap isu prioritas nasional. Kondisi 

tersebut menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi koreksi nilai pada Tahun 

2025. Selain itu, kondisi ini juga 

menunjukkan bahwa tantangan utama 

ke depan bukan pada perumusan 

kebijakan, melainkan pada konsistensi 

implementasi, integrasi sistem, serta 

penguatan rencana aksi berbasis 

outcome agar peningkatan nilai 

Reformasi Birokrasi dapat berkelanjutan. 

Sepanjang Tahun 2025, 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

dilakukan dalam masa transisi kebijakan 

nasional, dengan tetap berpedoman 

pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 

2023 dan Surat Edaran Menteri PANRB 

Nomor 6 Tahun 2025. BKN menetapkan 

107 rencana aksi RB, terdiri atas 84 

rencana aksi RB General dan 23 rencana 

aksi RB Tematik. Dari jumlah tersebut, 

94 rencana aksi telah dinilai oleh Tim 

Penilai Internal, dengan tingkat 

keterlaksanaan mencapai 100% sesuai 

target dan didukung bukti pelaksanaan 

32 



 
 
 
 

yang memadai. Monitoring dan evaluasi 

dilakukan secara berkala serta 

dilaporkan melalui Portal Reformasi 

Birokrasi Nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas dan integrasi sistem 

pelaporan. 

Faktor-faktor yang mendukung 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN 

meliputi beberapa aspek strategis yang 

saling berkaitan: 

1.​ Komitmen pimpinan dan penguatan 

tata kelola organisasi menjadi 

pondasi utama dalam mendorong 

keberhasilan Reformasi Birokrasi. 

Dukungan pimpinan tercermin 

melalui penetapan kebijakan 

strategis, penguatan koordinasi 

lintas unit kerja, serta pengendalian 

pelaksanaan secara berkelanjutan. 

Komitmen tersebut berperan 

penting dalam memastikan arah 

kebijakan dan implementasi 

reformasi berjalan konsisten dan 

terintegrasi. 

2.​ Kualitas perencanaan dan 

penyusunan rencana aksi yang 

terstruktur, terukur, serta selaras 

dengan rekomendasi hasil evaluasi 

Kementerian PANRB menjadi dasar 

untuk mendukung pencapaian Nilai 

RB.  

3.​ Efektivitas monitoring, evaluasi, dan 

tindak lanjut menjadi faktor 

penentu dalam menjaga kualitas 

implementasi. Mekanisme 

pengendalian yang dilakukan secara 

berkala memungkinkan identifikasi 

kendala secara dini serta 

mendorong perbaikan 

berkelanjutan terhadap 

pelaksanaan rencana aksi. 

4.​ Ketersediaan data dan bukti dukung 

yang lengkap, valid, dan 

terdokumentasi dengan baik 

mendukung proses verifikasi dan 

penilaian. Pengelolaan data yang 

tertib meningkatkan akuntabilitas 

serta memperkuat kredibilitas 

capaian Reformasi Birokrasi. 

5.​ Pemanfaatan transformasi digital 

dan sistem informasi dalam 

pengelolaan layanan, pelaporan, 

dan manajemen data berkontribusi 

terhadap peningkatan efisiensi dan 

efektivitas tata kelola, termasuk 

pada indikator SPBE. 

6.​ Kemampuan adaptasi terhadap 

dinamika kebijakan nasional dan 

penyesuaian Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja (SOTK) memastikan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

tetap selaras dengan arah kebijakan 

pemerintah serta responsif 

terhadap perubahan lingkungan 

strategis. 

Beberapa kendala yang dihadapi 

dalam meningkatkan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara meliputi faktor 

kebijakan, kelembagaan, implementasi, 

serta dukungan sumber daya. 

1.​ Dinamika kebijakan nasional, 

termasuk berakhirnya Roadmap 

Reformasi Birokrasi Nasional 
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2010–2025 dan masa transisi 

menuju kebijakan baru, menuntut 

penyesuaian perencanaan, 

pengendalian, dan mekanisme 

pelaporan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan BKN.  

2.​ Penyesuaian Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja (SOTK) pasca perubahan 

regulasi kelembagaan berdampak 

pada penataan ulang peran, 

tanggung jawab, serta pengampu 

rencana aksi Reformasi Birokrasi. 

Kondisi ini memerlukan waktu untuk 

konsolidasi organisasi agar 

pelaksanaan RB tetap berjalan 

efektif. 

3.​ Variasi tingkat pemahaman dan 

kesiapan unit kerja dalam 

menerjemahkan indikator Reformasi 

Birokrasi General dan Tematik ke 

dalam rencana aksi yang terukur 

dan berbasis dampak masih menjadi 

tantangan. Hal ini berkaitan dengan 

belum optimalnya integrasi antara 

perencanaan, penganggaran, 

implementasi SPIP, Arsitektur SPBE, 

serta penyusunan indikator RB 

Tematik yang sepenuhnya 

memenuhi prinsip SMART. 

4.​ Konsistensi pemenuhan data dan 

bukti dukung, terutama pada tahap 

awal pelaksanaan rencana aksi, 

masih memerlukan penguatan 

koordinasi dan pendampingan 

teknis agar kualitas pelaporan dan 

verifikasi penilaian dapat terjaga. 

5.​ Beban tugas rutin dan prioritas 

strategis unit kerja berpotensi 

mempengaruhi optimalisasi 

pelaksanaan dan pelaporan 

Reformasi Birokrasi secara simultan. 

6.​ Keterbatasan kuantitas dan kualitas 

sumber daya manusia yang 

menangani Reformasi Birokrasi, 

termasuk rotasi atau perubahan 

pengampu RB di unit kerja, serta 

keterbatasan dukungan anggaran 

dan SDM pada Tim Sekretariat 

Reformasi Birokrasi, turut 

mempengaruhi kontinuitas, 

koordinasi, serta efektivitas 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Beberapa upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi kendala 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan BKN difokuskan pada 

penguatan pengendalian, peningkatan 

kapasitas unit kerja, serta 

penyempurnaan sistem pelaporan dan 

koordinasi. 

1.​ Dalam merespons dinamika 

kebijakan nasional dan masa transisi 

Reformasi Birokrasi, BKN 

melaksanakan monitoring dan 

evaluasi secara berkala atas progres 

rencana aksi RB di unit kerja pusat 

maupun kantor regional. 

Mekanisme ini bertujuan 

memastikan keselarasan 

pelaksanaan dengan regulasi terkini 

serta menjaga konsistensi arah 

kebijakan internal. 
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2.​ Untuk mengatasi variasi tingkat 

pemahaman dan kesiapan unit 

kerja, BKN meningkatkan 

pembinaan dan fasilitasi, baik 

secara luring maupun daring, 

kepada unit kerja pengampu RB 

General dan RB Tematik. Pembinaan 

dilakukan secara terarah dan 

disesuaikan dengan karakteristik 

masing-masing unit, guna 

memastikan rencana aksi disusun 

dan dilaksanakan secara terukur 

serta berbasis indikator yang 

relevan. 

3.​ Dalam rangka memperkuat kualitas 

implementasi dan pemenuhan 

indikator, dilakukan pendampingan 

teknis yang menitikberatkan pada 

penyelarasan rencana aksi dengan 

indikator evaluasi, penguatan 

integrasi perencanaan dan 

penganggaran, serta peningkatan 

kualitas pemenuhan data dan bukti 

dukung. 

4.​ Untuk menjaga konsistensi dan 

akuntabilitas pelaporan, diterapkan 

penyeragaman format laporan 

Reformasi Birokrasi yang 

memudahkan proses monitoring 

dan evaluasi, serta mendukung 

proses pembelajaran bagi SDM baru 

agar keberlanjutan pelaksanaan RB 

tetap terjaga meskipun terjadi rotasi 

pengampu. 

5.​ Dilakukan penilaian internal atas 

laporan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi unit kerja guna menilai 

tingkat keterlaksanaan dan kualitas 

implementasi, memverifikasi 

kesesuaian antara rencana aksi dan 

capaian yang dilaporkan, serta 

memastikan kelengkapan data 

pendukung. Hasil penilaian tersebut 

dimanfaatkan sebagai dasar 

pengendalian dan perbaikan 

berkelanjutan, sekaligus sebagai 

bahan konsolidasi pelaporan RB 

tingkat instansi. 

6.​ Untuk mendukung keberlanjutan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

dilakukan penyesuaian program dan 

kegiatan agar selaras dengan kondisi 

organisasi dan prioritas strategis, 

termasuk memastikan dukungan 

pengelolaan anggaran yang 

memadai terhadap rencana aksi RB. 

Langkah kedepan untuk 

meningkatkan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan BKN diarahkan 

pada penguatan kebijakan, integrasi 

perencanaan, peningkatan kualitas 

implementasi, serta optimalisasi 

dukungan sumber daya dan sistem 

pengendalian. 

1.​ Menyelaraskan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dengan 

kebijakan nasional terbaru, 

termasuk penyesuaian terhadap 

roadmap Reformasi Birokrasi pasca 

periode transisi, guna memastikan 

arah kebijakan internal tetap 

konsisten dan terintegrasi dengan 

kebijakan nasional. 

2.​ Melakukan harmonisasi 

perencanaan dan penganggaran 
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dengan memastikan keselarasan 

antara Renstra, Perjanjian Kinerja, 

Renja, dan RKA, sehingga rencana 

aksi Reformasi Birokrasi terintegrasi 

dalam siklus perencanaan dan 

mendukung pencapaian kinerja 

berbasis outcome. 

3.​ Memperkuat kualitas perencanaan 

dan rencana aksi Reformasi 

Birokrasi dengan menekankan 

pendekatan berbasis hasil dan 

dampak (outcome-based), termasuk 

penyempurnaan indikator yang 

memenuhi prinsip SMART dan 

penguatan integrasi dengan 

prioritas kinerja organisasi. 

4.​ Meningkatkan efektivitas 

monitoring, evaluasi, dan 

pengendalian pelaksanaan melalui 

pemanfaatan hasil evaluasi sebagai 

dasar perbaikan berkelanjutan, 

serta penyempurnaan sistem dan 

mekanisme pelaporan berbasis 

teknologi informasi untuk 

meningkatkan kualitas data dan 

akuntabilitas. 

5.​ Mengoptimalkan pembinaan, 

pendampingan, dan penguatan 

kapasitas unit kerja pengampu 

Reformasi Birokrasi General dan 

Tematik, termasuk penguatan 

kompetensi SDM, alih pengetahuan, 

dan keberlanjutan pengelolaan 

meskipun terjadi rotasi atau 

perubahan personel. 

6.​ Memperkuat penerapan 

manajemen risiko dan SPIP dengan 

mengintegrasikan hasil pengawasan 

dan pengelolaan risiko ke dalam 

proses perencanaan dan 

pengambilan kebijakan, sehingga 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

lebih terukur, terkendali, dan 

berkelanjutan. 
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3.3 Capaian Program Prioritas Nasional  

Dalam kerangka pembangunan 

jangka menengah nasional, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2025–2029 menetapkan 

delapan Prioritas Nasional sebagai 

fondasi utama pembangunan Indonesia 

lima tahun ke depan. Delapan Prioritas 

Nasional ini merupakan bentuk nyata 

dari implementasi visi dan misi Presiden 

yang tertuang dalam Asta Cita, serta 

menjadi sarana utama untuk 

mewujudkan agenda transformasi 

nasional menuju Indonesia Emas 2045 

sebagaimana dirumuskan dalam RPJPN 

2025–2045.  

 

 

Gambar 8 Agenda Program Prioritas Nasional 2025 

Masing-masing Prioritas Nasional 

diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk 

Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, 

dan Proyek Prioritas yang dirancang 

dengan indikator kinerja yang terukur. 

Tujuannya adalah untuk memastikan 

bahwa seluruh pemangku kepentingan, 

mulai dari Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, hingga Badan Usaha 

Milik Negara dan Swasta, dapat 

menjalankan perannya secara efektif, 

terarah, dan akuntabel. Dalam hal ini, 

Badan Kepegawaian Negara memiliki 

peran strategis dan tanggung jawab 

besar dalam menjalankan 
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program-program prioritas yang 

berkaitan reformasi birokrasi. 

Sebagai lembaga yang memiliki 

mandat untuk menyelenggarakan 

manajemen kepegawaian nasional, BKN 

berperan sentral dalam mewujudkan 

agenda reformasi birokrasi, yang 

menjadi bagian integral dari salah satu 

Prioritas Nasional, yakni Memperkuat 

Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, 

serta Memperkuat Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, 

dan Penyelundupan. Dalam konteks ini, 

tanggung jawab BKN mencakup 

optimalisasi manajemen penghargaan 

dan pengakuan berbasis kinerja SDM 

aparatur dan penguatan manajemen 

talenta dan karir ASN. 

Dalam pelaksanaan program 

prioritas tersebut, proses monitoring 

dan evaluasi memegang peran penting. 

Monitoring dan evaluasi yang sistematis 

dan berkelanjutan memungkinkan BKN 

untuk mengidentifikasi berbagai kendala 

implementasi di lapangan, mengukur 

efektivitas intervensi kebijakan, serta 

menilai dampak nyata dari program 

terhadap kualitas manajemen ASN 

secara nasional. Selain itu kegiatan 

monev ini juga dibutuhkan untuk 

perbaikan regulasi, penyempurnaan 

sistem manajemen ASN, dan 

penyesuaian strategi pelaksanaan 

program ke depan. Adapun realisasi 

terkait dengan Program Prioritas 

Nasional yang menjadi tanggung jawab 

BKN sampai dengan Tahun 2025, sebagai 

berikut: 

 
PN 1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem 
Pensiun 

 
Tabel 14 Realisasi PN 1 Tahun 2025 

PN 1. Target Realisasi Tahun  2025 Capaian Tahun  2025 

Output 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 100% 

Pagu Rp1.500.000.000,00 Rp1.499.006.538 99,93% 

 

BKN melalui Direktorat Kinerja 

dan Penghargaan ASN di bawah 

Kedeputian Pembinaan 

Penyelenggaraan Manajemen Aparatur 

Sipil Negara menjalankan program 

prioritas nasional yaitu Penyusunan 

Rekomendasi Kebijakan Roadmap 

Penerapan Sistem Pensiun. Adapun 

anggaran yang dialokasikan untuk 

kegiatan prioritas nasional ini adalah 

sebesar Rp1.500.000.000. 

Capaian kinerja atas pelaksanaan 

kegiatan Prioritas Nasional pada Rincian 

Output Rekomendasi Kebijakan 
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Roadmap Penerapan Sistem Pensiun 

yaitu:  

a.​ Kajian Benchmark Pengelolaan 

Program Pensiun ASN di beberapa 

Negara; 

b.​ Kajian Analisis Dampak Skema 

Perubahan Skema Pembayaran 

Pensiun melalui KPPN; 

c.​ Laporan Survei Penyelenggaraan 

Reformasi Pensiun ASN; 

d.​ Simulasi Perhitungan Uji Alternatif 

Reformasi Sistem Pensiun ASN (3 

Alternatif dasar pensiun); 

e.​ Dampak Fiskal Penerapan Sistem 

Pensiun ASN, uji konsep sampel 

pada 22 instansi pemerintah; 

f.​ Kajian Analisis Rekomendasi 

Kebijakan Penerapan Sistem 

Pensiun ASN, yang memuat: 

● Aspek Regulasi; 

● Aspek Program; 

● Aspek Kelembagaan; dan 

● Aspek Pengawasan. 

Dalam proses pelaksanan 

terdapat permasalahan sebagai berikut:  

-​ Adanya Efisiensi Anggaran Sesuai 

dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 

yang kemudian blokir anggaran 

tersebut baru dibuka pada akhir 

Agustus 2025, sehingga pada awal 

tahun yang dilakukan adalah hanya 

kajian benchmark pengelolaan 

pensiun dan analisis dampak 

dengan menggunakan data 

sekunder dari kajian terdahulu, 

jurnal, atau buku terkait reformasi 

pensiun; 

-​ Adanya Perubahan SOTK BKN 

sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian POK dengan penamaan 

unit kerja baru; 

-​ Ketersediaan Data Penghasilan 

(yang digunakan untuk simulasi 

reformasi pensiun) tidak ada dalam 

database BKN sehingga perlu 

menggunakan sampling data dari 22 

Instansi Pemerintah yang dilakukan 

koordinasi secara langsung kepada 

instansi pemerintah dan melakukan 

verifikasi atau cleansing data 

penghasilan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Selanjutnya tindak lanjut yang 

dilakukan BKN untuk akselerasi kegiatan 

ini yaitu :  

a.​ BKN perlu memetakan komponen 

data yang harus dipenuhi dalam 

penyusunan sistem pensiun antara 

lain, data SIM gaji yang terdiri atas 

data penghasilan, data iuran 

jaminan pensiun dan jaminan hari 

tua, dan data iuran lainnya; data 

update kepegawaian; proyeksi 

pensiun bagi ASN 5 tahun ke depan; 

peraturan dan lampiran Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP); data 

kenaikan jenjang karir; tren 

kenaikan gaji; kenaikan besaran 

PDB; dan tingkat pertumbuhan 

investasi tahunan sebesar 5%. 

b.​ Simulasi perhitungan sistem 

pensiun agar merujuk pada konsep 

zero growth atas jumlah pegawai 
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ASN serta potensi kenaikan jenjang 

karir masing-masing pegawai. 

c.​ Untuk merumuskan kelembagaan 

yang tepat dalam pengelolaan 

pensiun pegawai ASN, BKN dapat 

melakukan pengkajian terhadap PT 

Taspen selaku pengelola dana 

pensiun ASN sebagai upaya agar 

pertanggungjawaban dana pensiun 

ASN dilakukan secara akuntabel dan 

transparan. 

 
PN 2. Database Profile ASN 

Tabel 15 Realisasi PN 2 Tahun 2025 

PN 2. Target  Realisasi Tahun 2025 Capaian Tahun 2025 

Output 1 Layanan 1 Layanan 100% 

Pagu Rp2.350.000.000,00 Rp2.306.832.553 98,16% 

​   

BKN melalui Direktorat 

Pengelolaan Data dan Penyajian 

Informasi Aparatur Sipil Negara 

menjalankan program prioritas nasional 

untuk menyusun Database Profile ASN 

dengan target 1 Layanan. Anggaran yang 

dialokasikan pada program prioritas ini 

adalah sebesar Rp2.350.000.000. 

Penyelesaian program prioritas ini 

dilakukan dengan menyusun Peraturan 

Badan Pengukuran Kualitas Data ASN, 

membangun Layanan Pengukuran 

Kualitas Data, peningkatan Kompetensi 

Bidang Analis Data, membangun Portal 

Data untuk Keperluan Analitik, dan 

melakukan Pengembangan database 

profil ASN. Salah satu strategi 

percepatan integrasi data dilaksanakan 

oleh Direktorat Pengelolaan Data dan 

Penyajian Informasi Aparatur Sipil 

Negara melalui mekanisme rekonsiliasi 

data ASN baik secara kuantitas dan 

kualitas. Hal ini sejalan dengan 

percepatan pelaksanaan implementasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

sebagai amanat dari Peraturan Presiden 

No. 95 Tahun 2018, sehingga diperlukan 

perencanaan strategis dan untuk 

mewujudkan satu data ASN. 

Sebagai peningkatan layanan 

pembinaan dan pengelolaan data ASN 

untuk efisiensi, efektivitas peningkatan 

layanan publik dan keterbukaan 

informasi publik dalam proses 

Manajemen PNS sehingga diperlukan 

proses identifikasi data lain dari 

Pembina/Walidata untuk memperkaya 

data ASN sehingga memudahkan dalam 

proses pengambilan keputusan berbasis 

data atau data driven policy making. 

Capaian kinerja atas pelaksanaan 

kegiatan Prioritas Nasional pada Rincian 

Output Database Profile ASN yaitu: 

a.​ Tersusun Rancangan Peraturan 

Badan Satu Data Bidang ASN 
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yang membahas terkait 

Pengukuran Kualitas Data ASN 

yang telah diharmonisasi; 

b.​ Terbangunnya Dashboard 

Pengukuran Kualitas Data ASN; 

c.​ Tersusunnya konten data dalam 

Datasena yang merupakan hasil 

implementasi dari beberapa 

kegiatan diantaranya : 

1.​ Workshop Pembahasan 

Permasalahan Referensi 

Jabatan, 

2.​ In House Training 

Peningkatan Kompetensi 

Bidang Analisis Data, 

3.​ Workshop Portal Data untuk 

Keperluan Analitik, dan 

4.​ Workshop Penguatan 

Implementasi Satu Data 

Indonesia; 

5.​ Pengembangan data profil 

ASN untuk mendukung 

manajemen talenta seperti 

Data Diklat PNS, Digitalent 

Komdigi, Diklat Orientasi 

PPPK, dan Data CACT BKN. 

Terdapat permasalahan dalam 

proses penyelesaian program prioritas 

ini yaitu: 

1.​ Terdapat kebijakan efisiensi 

anggaran sebagaimana diatur 

dalam Instruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 2025 yang 

mengakibatkan anggaran 

terblokir, sehingga pada awal 

tahun kegiatan baru dapat 

dilaksanakan pada tahap 

persiapan. Pembukaan blokir 

anggaran secara penuh baru 

dilakukan pada akhir Agustus 

2025. 

2.​ Diperlukan waktu untuk 

melaksanakan proses penjajakan 

dan koordinasi dengan instansi 

pemilik data dalam rangka 

pengembangan data profil ASN, 

termasuk pelaksanaan proses 

integrasi data. 

3.​ Terdapat arahan Menteri 

Keuangan terkait sisa kontrak 

yang tidak dapat direalisasikan. 

 
Gambar 9. Workshop Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Database Profil ASN 
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PN 3. Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas 

Pelanggaran Penerapan Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen ASN   

 
Tabel 16 Realisasi PN 3 Tahun 2025 

PN 3. Target Realisasi Tahun 2025 Capaian Tahun 2025 

Output 100 Rekomendasi 100 Rekomendasi 100% 

Pagu Rp2.000.000.000,00 Rp.1.998.644.094 99,93% 

 

Pada tahun 2025, realisasi 

anggaran pada program prioritas ini 

adalah Rp1.998.644.094 atau  sebesar 

99,93%. Sedangkan capaian kinerja atas 

pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional 

pada Rincian Output Pengawasan dan 

Pemberian Rekomendasi Penindakan 

atas Pelanggaran Penerapan Sistem 

Merit dalam Manajemen ASN yaitu 

sebesar 100 rekomendasi atau sebesar 

100%. 

Beberapa  capaian selama tahun 

2025 dapat digarisbawahi sebagai 

berikut: 

1.​ Untuk instansi dengan pelanggaran 

sistem merit yang dilaksanakan 

melalui metode penegakan (on site 

investigasi), instansi telah 

menindaklanjuti rekomendasi BKN 

dan kasus tersebut telah selesai 

ditindaklanjuti; 

2.​ Untuk instansi dengan pelanggaran 

sistem merit melalui metode 

pengawasan (data sekunder), 

Deputi Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian telah melakukan 

rangkaian proses klarifikasi, hasil 

wasdal, sampai kepada tindakan 

administratif. Hampir seluruh 

instansi telah menindaklanjuti 

rekomendasi BKN, namun masih 

terdapat beberapa instansi yang 

belum menindaklanjuti 

rekomendasi tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan melalui 

on site investigasi sangat efektif 

dalam penyelesaian kasus 

pelanggaran sistem merit serta BKN 

dapat memperoleh informasi dan 

data yang lebih akurat dari instansi 

tersebut. 

3.​ Untuk instansi dengan sistem merit 

“kurang”, Deputi Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian telah 

melakukan kegiatan penegakan (on 

site investigasi) dengan melakukan 

review aspek-aspek di dalam sistem 

merit. Adapun aspek terendah dari 

instansi yang telah dikunjungi yaitu 

pada aspek pengembangan karier. 

BKN yang diwakili oleh tim yang 

bertugas ke instansi telah 

memberikan rekomendasi pada 

aspek-aspek sistem merit untuk 

perbaikan kedepannya 
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Kegiatan pelaksanaan 

pengawasan sistem merit merupakan 

rangkaian yang tidak terpisahkan dari 

upaya peningkatan kualitas penerapan 

manajemen ASN. Dari kondisi ini, setiap 

upaya pengawasan yang dilakukan 

ditindaklanjuti dengan penyusunan 

rekomendasi penindakan atas 

pelanggaran sistem merit. Hal ini 

menjadi guidance bagi instansi untuk 

melakukan upaya perbaikan sekaligus 

sebagai baseline bagi Deputi Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian dalam 

membuat program pengawasan 

berkelanjutan yang berbasis data. Hasil 

pengawasan dan pemberian 

rekomendasi penindakan atas 

pelanggaran sistem merit dalam 

manajemen ASN dapat memberikan 

manfaat secara umum bagi berjalannya 

praktik manajemen ASN yang sehat, dan 

secara khusus bagi instansi dalam 

mempersiapkan secara lebih dini dalam 

menyongsong fase manajemen talenta 

yang semata-mata berdasarkan 

pertimbangan kualifikasi, kompetensi, 

potensi, kinerja, integritas dan 

moralitas. 

3.4 Capaian Anggaran  

Anggaran belanja Badan 

Kepegawaian Negara tahun 2025 yang 

ditetapkan dalam Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DJA Tahun 

Anggaran 2025 Nomor SP 

DIPA-088.01-1.017220/2025 tanggal 2 

Desember 2024 adalah sebesar 

Rp798.342.991.000,-. 

Sampai dengan Tahun 2025, 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah TA 2025 dan Surat Menteri 

Keuangan RI Nomor: S-75/MK.02/2025 

tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak 

Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 

BKN melakukan efisiensi belanja / blokir 

anggaran sebesar Rp126.721.646.000,- 

(seratus dua puluh enam miliar tujuh 

ratus dua puluh satu juta enam ratus 

empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya, 

BKN melaksanakan relaksasi anggaran 

sebagai tindak lanjut kebutuhan 

pelaksanaan program dan kegiatan 

prioritas, sehingga sebagian pagu 

anggaran yang diblokir dapat dibuka 

kembali. 

Tabel 17 Perubahan Pagu BKN Tahun 2025 

Pagu Awal BKN Pagu Blokir Pagu BKN 2025 

Rp 798.342.991.000 Rp 56.435.282.000 Rp 919.179.256.000 

Data 1 Januari 2026 
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Pada bulan Mei 2025 BKN 

mendapatkan tambahan pagu anggaran 

untuk kegiatan penyelenggaraan seleksi 

kompetensi CPPPK Tahap II Formasi TA 

2024 yang disampaikan melalui Surat 

Menteri Keuangan RI Nomor: 

S-65/MK/AG/2025 tanggal 4 Mei 2025 

hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian 

Anggaran (SP SABA) dari Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara 

Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran 

Badan Kepegawaian Negara (BA 088) 

untuk Kebutuhan Anggaran 

Penyelenggaraan Seleksi Calon PPPK 

Tahap II Tahun 2025 BKN sebesar Rp 

179.436.747.000,- (seratus tujuh puluh 

sembilan miliar empat ratus tiga puluh 

enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh 

ribu rupiah). Selain itu terdapat 

tambahan anggaran dari Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 

Rp5.961.361.000 (lima miliar sembilan 

ratus enam puluh satu juta tiga ratus 

enam puluh satu ribu rupiah) dan 

pengembalian anggaran SBSN sehingga 

alokasi anggaran BKN saat ini adalah 

sebesar Rp919.179.256.000,- (sembilan 

ratus sembilan belas miliar seratus tujuh 

puluh sembilan juta dua ratus lima 

puluh enam juta rupiah). 

 

Grafik 8 Realisasi Anggaran BKN Tahun 2025 berdasarkan Program 

Berdasarkan tabel diatas realisasi 

anggaran BKN Tahun 2025 adalah 

sebesar Rp842.439.882.646,- (97,65%) 

dari alokasi anggaran non-blokir sebesar 

Rp862.743.974.000,- dengan total pagu 

alokasi sebesar Rp. 919.179.256.000,-. 

Rincian realisasi anggaran pagu non 

blokir sebagai berikut: 

1.​ Program dukungan manajemen 

sebesar Rp635.358.023.000,- 

dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp620.869.337.896,- 

(97,72%) dengan total pagu 

alokasi Rp665.179.379.000,-. 

44 



 
 
 
 

2.​ Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp. 

227.385.951.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp221.570.544.750,- 

(97.44%) dengan total pagu sebesar Rp253.999.877.000,-. 

 

Grafik 9 Realisasi Anggaran BKN Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Strategis 

Pada Sasaran Strategis 1, yaitu 

“Meningkatkan kapabilitas instansi 

pemerintah dalam manajemen ASN dan 

profesionalitas pegawai ASN berbasis 

prinsip meritokrasi”, pagu alokasi 

tercatat sebesar Rp253.999.877.000,-. 

Setelah memperhitungkan kebijakan 

blokir anggaran, pagu nonblokir menjadi 

sebesar Rp227.385.951.000,-. Dari pagu 

tersebut, realisasi anggaran mencapai 

Rp221.570.544.750,-. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

anggaran yang tersedia dapat 

direalisasikan secara optimal untuk 

mendukung pencapaian sasaran 

strategis, dengan selisih yang relatif kecil 

antara pagu nonblokir dan realisasi 

anggaran.  

Sementara itu, pada Sasaran 

Strategis 2, yaitu “Meningkatnya 

kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, 

profesional dan akuntabel serta berbasis 

digital”, pagu alokasi awal tercatat lebih 

besar dibandingkan sasaran strategis 

pertama, yaitu sebesar 

Rp665.179.379.000,-. Setelah dilakukan 

penyesuaian melalui kebijakan blokir 

anggaran, pagu nonblokir menjadi 

Rp635.358.023.000,-. Realisasi anggaran 

pada sasaran strategis ini mencapai 

Rp620.869.337.896,-. Tingginya nilai 

realisasi anggaran menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan pada sasaran 

strategis ini berjalan secara intensif dan 

menyerap sebagian besar anggaran yang 

tersedia, khususnya untuk mendukung 

penguatan kelembagaan, digitalisasi 

layanan, serta peningkatan kapasitas 

internal BKN. 

Berikut disajikan realisasi 

anggaran per jenis belanja dan per 

satuan kerja tahun 2025 : 
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Tabel 18 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Capaian 

1 Belanja Pegawai 415,471,541,000 403,269,562,410 97.06% 

2 Belanja Barang 431,951,165,000 368,152,635,246 85.23% 

3 Belanja Modal 71,756,550,000 71,017,684,990 98.97% 

JUMLAH 919,179,256,000 842,439,882,646 91,65% 

Capaian pagu anggaran total sudah termasuk blokir anggaran 

Tabel 19 Realisasi Anggaran per Satuan Kerja Tahun 2025 

No Satuan Kerja Pagu Realisasi Capaian 

1 BKN Pusat Jakarta 632,262,955,000 585,473,767,677 92.60% 

2 Kantor Regional I BKN Yogyakarta 23,460,278,000 21,562,843,850 91.91% 

3 Kantor Regional II BKN Surabaya 18,014,141,000 16,276,068,789 90.35% 

4 Kantor Regional III BKN Bandung 22,817,892,000 20,739,412,673 90.89% 

5 Kantor Regional IV BKN Makassar 30,597,397,000 28,240,350,912 92.30% 

6 Kantor Regional V BKN Jakarta 17,606,191,000 15,347,192,336 87.17% 

7 Kantor Regional VI BKN Medan 17,342,221,000 15,509,678,953 89.43% 

8 Kantor Regional VII BKN 
Palembang 

21,449,781,000 19,535,957,595 91.08% 

9 Kantor Regional VIII BKN 
Banjarbaru 

21,887,092,000 19,500,275,784 89.09% 

10 Kantor Regional IX BKN Jayapura 13,537,977,000 11,748,700,021 86.78% 

11 Kantor Regional X BKN Denpasar 19,795,567,000 18,058,987,512 91.23% 

12 Kantor Regional XI BKN Manado 15,629,868,000 13,588,423,620 86.94% 

13 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 18,270,295,000 16,383,418,837 89.67% 

14 Kantor Regional XIII BKN Aceh 10,420,494,000 8,471,457,470 81.30% 

15 Kantor Regional XIV BKN 
Manokwari 

13,664,057,000 11,226,730,686 82.16% 

16 Pusat Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

22,423,050,000 20,776,615,931 92.66% 

JUMLAH 919,179,256,000 842,439,882,646 91.65% 

Capaian pagu anggaran total sudah termasuk blokir anggaran 
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Efektivitas dan Efisiensi Anggaran 

Perhitungan efisiensi anggaran 

merupakan salah satu instrumen 

penting dalam menilai kualitas kinerja 

Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025, 

karena tidak hanya melihat tingkat 

penyerapan anggaran, tetapi juga 

mengaitkannya secara langsung dengan 

capaian kinerja yang dihasilkan. Efisiensi 

anggaran mencerminkan kemampuan 

BKN dalam mengelola sumber daya 

keuangan secara optimal untuk 

menghasilkan output dan outcome yang 

sejalan dengan target kinerja yang telah 

ditetapkan, khususnya dalam 

mendukung penguatan sistem merit, 

peningkatan kualitas data ASN, serta 

peningkatan kualitas layanan 

kepegawaian. 

Dalam konteks pengukuran 

kinerja, perhitungan efisiensi dan 

efektivitas anggaran BKN Tahun 2025 

mengacu pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, efisiensi anggaran 

dihitung dengan membandingkan antara 

pagu anggaran yang seharusnya 

digunakan untuk mencapai kinerja 

tertentu dengan realisasi anggaran yang 

benar-benar dikeluarkan. 

Secara matematis, efisiensi 

anggaran dihitung menggunakan 

formula sebagai berikut: 

  𝐸𝐹𝐼𝑆𝐼𝐸𝑁𝑆𝐼 =  (𝑃𝑎𝑔𝑢 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎)  − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 
𝑃𝑎𝑔𝑢 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛  𝑥 100%

 

Sesuai dengan ketentuan, batas maksimal nilai efisiensi ditetapkan sebesar 20% 

dan batas minimal sebesar -20%. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kewajaran 

penilaian dan mencegah distorsi nilai efisiensi yang terlalu ekstrim, baik yang terlalu 

tinggi maupun terlalu rendah, sehingga hasil pengukuran tetap objektif dan dapat 

diperbandingkan antar unit kerja maupun antar periode waktu. 

Tabel 20  Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis BKN Tahun 2025 

No. Sasaran Strategis Capaian 
Anggaran 

Capaian 
Kinerja 

Efisiensi 

1 Meningkatkan kapabilitas instansi pemerintah 
dalam manajemen ASN dan profesionalitas 
pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi 

97,44% 105% 7,56% 

2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang 
lincah, profesional dan akuntabel serta berbasis 
digital 

97,72% 93,58% -4,41 
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Berdasarkan hasil perhitungan 

efisiensi anggaran per sasaran strategis 

BKN Tahun 2025 sebagaimana disajikan 

dalam Tabel 16, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan anggaran BKN 

secara umum telah menunjukkan kinerja 

yang efisien dan selaras dengan capaian 

kinerja yang ditetapkan. 

Pada Sasaran Strategis 1, yaitu 

“Meningkatkan kapabilitas instansi 

pemerintah dalam manajemen ASN dan 

profesionalitas pegawai ASN berbasis 

prinsip meritokrasi”, capaian anggaran 

tercatat sebesar 97,44% dengan capaian 

kinerja mencapai 105%. Kondisi ini 

menghasilkan nilai efisiensi anggaran 

sebesar 7,56%. Nilai efisiensi yang positif 

dan berada dalam rentang batas 

kewajaran (-20% hingga 20%) 

menunjukkan bahwa sasaran strategis 

tersebut berhasil dilaksanakan secara 

efisien, di mana tingkat kinerja yang 

melampaui target dapat dicapai dengan 

realisasi anggaran yang lebih rendah 

dibandingkan anggaran proporsional 

berdasarkan capaian kinerja.  

Sementara itu, pada Sasaran 

Strategis 2, yaitu “Meningkatnya 

kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, 

profesional dan akuntabel serta berbasis 

digital”, capaian anggaran tercatat 

sebesar 97,72% dengan capaian kinerja 

sebesar 93,58%. Berdasarkan hasil 

perhitungan sesuai dengan formula 

pengukuran efisiensi anggaran, 

diperoleh nilai efisiensi sebesar -4,41%. 

Nilai efisiensi yang negatif 

menunjukkan bahwa realisasi anggaran 

relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat 

capaian kinerja yang diperoleh. Dengan 

kata lain, terdapat deviasi antara 

proporsi penggunaan anggaran dan hasil 

kinerja yang dicapai. Meskipun 

demikian, nilai -4,41% masih berada 

dalam batas kewajaran sebagaimana 

ketentuan PMK No. 214/PMK.02/2017 

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (rentang -20% hingga 

20%), sehingga secara umum 

pengelolaan anggaran pada sasaran 

strategis ini masih tergolong terkendali. 

Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan 

program penguatan kelembagaan dan 

transformasi digital telah berjalan 

dengan tingkat penyerapan anggaran 

yang tinggi, namun capaian kinerja 

belum sepenuhnya sebanding dengan 

besaran sumber daya yang digunakan. 

Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi 

untuk meningkatkan ketepatan 

perencanaan output, efektivitas 

implementasi kegiatan digitalisasi, serta 

penguatan manajemen kinerja internal 

agar pada periode berikutnya terjadi 

keseimbangan yang lebih optimal antara 

penggunaan anggaran dan hasil yang 

dicapai. 
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3.5 Capaian Kinerja Lainnya dan Dukungan Terhadap Program Prioritas 

Presiden 

1.​ Persentase Penyelesaian Masalah Pegawai Non-ASN  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) menetapkan bahwa status 

kepegawaian di Instansi Pemerintah 

terdiri dari dua kategori yaitu Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). Keberadaan regulasi ini 

bertujuan untuk memperkuat sistem 

kepegawaian negara dengan 

menerapkan sistem merit dalam 

manajemen ASN, menjamin 

profesionalitas dan akuntabilitas ASN, 

menyederhanakan status kepegawaian 

untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas birokrasi, serta 

menyelesaikan penataan tenaga 

Non-ASN agar sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Tenaga Non ASN 

adalah pegawai yang bekerja di instansi 

pemerintah dengan status tenaga 

honorer, pegawai kontrak, dan tenaga 

outsourcing. Keberadaan tenaga Non 

ASN tidak sesuai dengan prinsip di 

dalam UU ASN bahwa pegawai ASN 

hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Selain 

itu terdapat ketidakjelasan status 

kepegawaian dan perlindungan hukum 

seperti gaji yang tidak setara dengan 

honor yang rendah, mekanisme 

penggajian di luar APBN/APBD, dan 

tidak adanya jaminan pensiun dan 

jaminan sosial. Permasalahan utama 

lainnya yaitu praktik pengangkatan 

pegawai yang tidak seragam dan 

berpotensi diskriminatif karena sering 

tanpa mekanisme rekrutmen yang 

transparan. 

Dalam rangka penyelesaian 

masalah pegawai Non-ASN maka pada 

tahun 2024 pemerintah menetapkan 

kebijakan untuk melaksanakan 

rekrutmen melalui dua tahap, yaitu 

Tahap I bagi Pelamar Prioritas (Pelamar 

Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik 

Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer 

Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non 

ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data 

(Database) BKN. Sedangkan Tahap II 

diperuntukkan bagi Pelamar Tenaga non 

ASN yang Aktif Bekerja di Instansi 

Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG 

untuk Formasi Guru di Instansi Daerah). 

Berdasarkan proses verifikasi dan 

validasi yang dilakukan oleh BKN, 

terdapat 1.789.051 tenaga Non ASN 

yang tercatat di dalam sistem untuk 

dilakukan penataan. Sejumlah 5.977 

tenaga non-ASN lulus seleksi CPNS dari 

total kebutuhan 248.721.  Berdasarkan 

data hasil seleksi tahun 2025, diketahui 

sejumlah 697.185 pegawai dinyatakan 

lulus seleksi PPPK Penuh Waktu dari 

total kebutuhan 1.009.238 pegawai 

serta sejumlah 825.508 pegawai 

dinyatakan lulus seleksi PPPK Paruh 

Waktu.  
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Selain melalui proses seleksi 

CPNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK 

Paruh Waktu, proses penyelesaian 

permasalahan tenaga non-ASN juga 

dilakukan melalui seleksi CASN yang 

dilaksanakan dalam mendukung 

program prioritas Presiden dan Wakil 

Presiden diantaranya pemenuhan 

pegawai Sekolah Rakyat dan Badan Gizi 

Nasional. Dari hasil seleksi tersebut, 

sejumlah 138 pegawai dinyatakan lulus 

sebagai ASN pada Program Sekolah 

Rakyat dan sebanyak 98 pegawai lulus 

sebagai ASN pada Badan Gizi Nasional. 

 

 

Gambar 10 Penyelesaian Tenaga Non ASN per 29 Desember Tahun 2025 

2.​ SBSN Pembangunan UPT Jambi dan UPT Pangkal Pinang 

Pemanfaatan SBSN pada Tahun 

2025 dalam program pemerintah 

merupakan suatu mekanisme penting 

untuk membiayai berbagai proyek dan 

kegiatan yang bersifat strategis nasional. 

Dana SBSN yang diperoleh dari 

masyarakat dan investor dialokasikan 

untuk membiayai proyek-proyek 

pemerintah, dengan prinsip syariah dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pemanfaatan SBSN (Surat 

Berharga Syariah Negara) dalam 

program pemerintah melibatkan 

beberapa tahapan, dimulai dari 

penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk 

mendapatkan dana untuk membiayai 

berbagai proyek dan kegiatan 

pemerintah. Sesuai dengan Surat 

Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia 

Nomor B-664/D.8/PD.05/09/2024 

tanggal 19 September 2024 perihal 

Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP SBSN) 

TA 2025, maka berikut adalah proyek 

yang dibiayai SBSN:  
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Tabel 21 Proyek Yang Dibiayai SBSN 

No Lokasi Proyek Jumlah (Rp) 

1. UPT BKN Jambi 34.986.334.000 
2. UPT BKN Pangkal Pinang 33.413.264.000 

Total 68.399.698.000 

 

Namun sesuai Surat Menteri 

Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024 

tanggal 23 September 2024 perihal 

Penyampaian Alokasi Anggaran 

Kementerian/Lembaga dan Alokasi 

Khusus Tahun Anggaran 2025, nilai 

anggaran SBSN untuk pembangunan 

Gedung UPT BKN Jambi dan UPT BKN 

Pangkal Pinang sebesar Rp 

73.379.798.000,00. Selisih antara pagu 

alokasi anggaran dan Rincian DPP SBSN 

sebesar Rp 4.980.100.000,00 dilakukan 

blokir. 

Sesuai Instruksi Presiden No. 01 

Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025, maka BKN 

mendapatkan target efisiensi belanja 

modal sebesar Rp 69.092.332.000,00. 

Untuk memenuhi target efisiensi ini 

digunakan sumber dana SBSN. 

Sesuai dengan Surat 

Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemantauan atas Pelaksanaan Proyek 

SBSN Triwulan II Tahun 2025 pada Badan 

Kepegawaian Negara nomor 

S-123/MK/PR/2025 tanggal 25 Juli 2025 

yang mana terdapat poin-poin sebagai 

berikut:  

a.  Terhadap alokasi SBSN yang dilakukan 

blokir anggaran dalam rangka 

pelaksanaan efisiensi belanja APBN 

TA 2025, BKN mengajukan perubahan 

Rincian DPP SBSN TA 2025 kepada 

BAPPENAS. 

b. Setelah terbit perubahan Rincian DPP 

SBSN TA 2025, BKN dapat 

mengajukan revisi anggaran SBSN 

untuk potong pagu SBSN sesuai 

alokasi SBSN yang dilakukan 

perubahan.  

Badan Kepegawaian Negara telah 

mengajukan Perubahan Rincian DPP 

kepada Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional melalui Surat 

Kepala BKN Nomor 

12227/B-PR/05.01/SD/K/2025 tanggal 

08 Agustus 2025 perihal Penyampaian 

Perubahan Daftar Prioritas Proyek (DPP) 

Pembangunan Kantor Pelayanan 

Kepegawaian BKN Pangkal Pinang dan 

Jambi melalui skema SBSN Tahun 

Anggaran 2025 dengan rincian sebagai 

berikut: 
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Tabel 22 Daftar Prioritas Proyek (DPP) Pembangunan Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Pangkal Pinang 

dan Jambi melalui skema SBSN 

No. Proyek Pagu Semula (Rp) Pagu Menjadi (Rp) 

1 Pembangunan UPT Jambi 34.986.334.000 0 

2 Pembangunan UPT Pangkal Pinang 33.413.364.000 0 

Total 68.399.698.000 0 

 

Atas usulan tersebut telah 

disetujui perubahannya sesuai dengan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia 

Nomor B-869/D.9/PD.05/09/2025 

tanggal 15 September 2025 perihal 

Perubahan Daftar Prioritas Proyek (DPP) 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 

2025 lingkup Badan Kepegawaian 

Negara.  

3.​ Persiapan Pelaksanaan Seleksi PPPK tahap II Tahun 2024  

Aparatur Sipil Negara (ASN) 

memiliki peran sebagai perencana, 

pelaksana, dan pengawas dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan serta 

pembangunan nasional, dengan 

melaksanakan kebijakan dan 

memberikan pelayanan publik yang 

profesional, tanpa intervensi politik, dan 

bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Salah satu prinsip utama 

dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik adalah ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) aparatur yang 

berkualitas dan profesional. Dalam 

usaha memenuhi standar kualitas SDM 

aparatur yang memadai, pemerintah 

telah melakukan analisis terhadap 

kebutuhan ASN melalui analisis jabatan 

dan beban kerja. Dengan demikian, 

pemerintah melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka 

kesempatan seleksi CASN (Calon 

Aparatur Sipil Negara) Tahun 2024, yang 

mencakup seleksi untuk Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK), yang terbagi menjadi kategori 

PPPK untuk Guru, Tenaga Kesehatan, 

serta Tenaga Teknis. Berdasarkan data 

per tanggal 15 Januari 2025, total 

formasi Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 

2024 sebanyak 1.017.111, yang terbagi 

menjadi: 

a.​ 300.394 untuk formasi PPPK 

Kementerian/Lembaga; 

b.​ 135.932 untuk formasi PPPK 

Pemerintah Provinsi;  

c.​ 466.016 formasi PPPK Pemerintah 

Kabupaten; dan  

d.​ 114.769 formasi PPPK Pemerintah 

Kota. Sampai dengan penutupan 

pendaftaran, total formasi PPPK 

tahun anggaran 2024 yang 

dimanfaatkan oleh instansi 
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sebanyak 1.006.153, sehingga 

terdapat selisih sebanyak 10.958. 

Sebagaimana yang telah 

disebutkan pada pasal 66 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 

menyatakan bahwa Pegawai non-ASN 

atau nama lainnya wajib diselesaikan 

penataannya paling lambat Desember 

2024 dan sejak Undang-Undang ini 

mulai berlaku Instansi Pemerintah 

dilarang mengangkat pegawai non-ASN 

atau nama lainnya selain Pegawai ASN, 

maka Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 

2024 berdasarkan surat Plt. Kepala BKN 

Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 

tanggal 13 September 2024, 

dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu 

Tahap I bagi Pelamar Prioritas (Pelamar 

Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik 

Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer 

Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non 

ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data 

(Database) BKN. Sedangkan Tahap II 

diperuntukkan bagi Pelamar Tenaga non 

ASN yang Aktif Bekerja di Instansi 

Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG 

untuk Formasi Guru di Instansi Daerah). 

Pelaksanaan seleksi kompetensi 

PPPK Tahap I selesai sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan dan saat ini 

dalam proses pengajuan usul penetapan 

NI PPPK. Sedangkan untuk PPPK Tahap 

II, dalam rangka memberikan 

kesempatan yang lebih luas kepada 

pegawai non ASN yang terdaftar dalam 

database BKN untuk mengikuti seleksi 

pengadaan PPPK, maka surat Plt. Kepala 

BKN Nomor: 

6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 dilakukan 

penyesuaian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 

melalui surat Plt. Kepala BKN Nomor: 

11000/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 30 

Desember 2024, surat Plt. Kepala BKN 

Nomor: 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 

tanggal 6 Januari 2025 dan terakhir 

disesuaikan kembali dengan surat 

Kepala BKN Nomor: 

1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 15 

Januari 2025. Berdasarkan surat Kepala 

BKN Nomor: 

1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 15 

Januari 2025, pendaftaran seleksi PPPK 

Tahap II sampai dengan 20 Januari 2025.  

Berdasarkan data statistik hasil 

seleksi kompetensi PPPK Tahap I tanggal 

28 Februari 2025, dari 1.006.153 

formasi, peserta PPPK Tahap I yang 

mendapatkan alokasi formasi 

berdasarkan perangkingan dengan 

urutan sesuai dengan ketentuan dalam 

Kepmenpan RB Nomor 347 Tahun 2024 

dan diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu 

sebanyak 677.638, sedangkan sisa 

formasi sebanyak 328.515 akan 

diperebutkan bagi pelamar PPPK Tahap 

II untuk diangkat menjadi PPPK Penuh 

Waktu. Pelaksanaan seleksi kompetensi 

PPPk Tahap II dengan CAT BKN sesuai 

jadwal direncanakan dimulai pada 

tanggal 17 April 2025 s.d. 16 Mei 2025. 
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a.​ Input Skema Soal Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II 

Untuk memfasilitasi pelaksanaan 

seleksi kompetensi PPPK Tahap II dengan 

CAT BKN, BKN melakukan serangkaian 

kegiatan yang terkait dengan penyiapan 

soal seleksi. Kegiatan input skema 

dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 

2025 dengan hasil skema yang diinput 

sejumlah seratus sepuluh skema. 

 

 

Gambar 11 Kegiatan Input Skema Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap II 

 
b.​ Validasi Skema Soal Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II 

Kegiatan validasi skema soal 

seleksi kompetensi teknis PPPK Tahap II 

dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 

2025. Output yang dihasilkan pada 

kegiatan ini, terdapat 6 (enam) jabatan 

yang menggunakan skema baru (skema 

sebelumnya tidak ada pada seleksi 

kompetensi PPPK Tahap I).  

 

Gambar 12 Kegiatan Validasi Skema Soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Tahap II 

 

54 



 
 
 
 

c.​ Proofreading Soal Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II 

Kegiatan proofreading soal 

seleksi kompetensi teknis PPPK Tahap II 

dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 

2025 dengan hasil soal yang di 

proofreading sejumlah  3450 (tiga ribu 

empat ratus lima puluh) soal, dengan 

rincian soal di-disable sebanyak 48 

(empat puluh delapan) soal sehingga 

didapatkan soal akhir sebanyak 3402 

(tiga ribu empat ratus dua) soal. Selama 

kegiatan penyiapan soal, BKN 

melibatkan unsur Panselnas dan Tim 

Pengawas guna menjaga keamanan dan 

kerahasiaan soal. 

 
d.​ Bimbingan Teknis Tugas dan Kewenangan Tim Pelaksana CAT BKN 

Bimbingan teknis ini 

dilaksanakan pada tanggal 6 - 7 Maret 

2025 sebagai upaya refreshment kembali 

mengenai tugas dan kewenangan tim 

pelaksana CAT BKN baik di kantor Pusat, 

Kantor Regional maupun UPT untuk 

memastikan bahwa seleksi dapat 

berjalan lancar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Bimbingan teknis ini dilakukan dengan 

kembali memaparkan tugas-tugas dari 

setiap tim pelaksana CAT BKN yang 

sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Prosedur 

Penyelenggaraan Seleksi dengan 

Metode CAT BKN. Adapun tugas dan 

wewenang yang disampaikan dalam 

kegiatan bimbingan teknis ini adalah: 

●​ Tugas dan wewenang 

koordinator; 

●​ Tugas dan wewenang petugas IT; 

●​ Tugas dan wewenang pengawas; 

 

Gambar 13 Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan CAT BKN 
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e.​ Rapat Perubahan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 239.1 Tahun 2024 

Rapat yang dilaksanakan pada 

tanggal 21 Maret 2025 terkait 

perubahan Keputusan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 239.1 

Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana 

Computer Assisted Test Badan 

Kepegawaian Negara dan Tim 

Pendukung Penyelenggaraan Seleksi 

Aparatur Sipil Negara dengan Metode 

Computer Assisted Test Badan 

Kepegawaian Negara sebagai tindak 

lanjut atas masukan dan saran dari 

Inspektorat, Kantor Regional, dan UPT 

bahwa Kepka ini sebaiknya diubah 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

untuk seleksi lainnya seperti seleksi 

pengembangan karier, dan seleksi selain 

ASN. 

Gambar 14 Rapat Pembahasan Perubahan Keputusan Kepala BKN No. 239.1 Tahun 2024 

f.​ Penyiapan/Penyesuaian Aplikasi terkait Seleksi Kompetensi PPPK 

Tahun 2024 Tahap II 

Terdapat beberapa aplikasi yang 

perlu disiapkan ataupun disesuaikan 

terkait dengan pelaksanaan Seleksi 

Kompetensi PPPK Tahap II Tahun 2025. 

Beberapa aplikasi tersebut adalah 

Aplikasi CAT (Computer Assisted Test), 

Aplikasi Fetchers, Aplikasi E-Form CAT, 

Aplikasi Surat Kuasa CAT, SC Browser dan 

CATOS. 

●​ Aplikasi CAT (Computer Assisted 

Test) 

Aplikasi ini sedang dalam tahap 

proses penyiapan, direncanakan akan 

dilakukan instalasi dan konfigurasi 

cluster server berbasis kubernetes untuk 

Aplikasi CAT PPPK Tahap II di Data Center 

BKN. Penyesuaian dilakukan 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

dan beban penggunaan sumber daya 

(server resource usage). Instalasi awal 

akan dilakukan pada satu sample node 
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kubernetes sebagai percontohan. 

Setelah konfigurasi dan performa pada 

node ini dinyatakan sesuai dan stabil, 

proses duplikasi node akan dilaksanakan 

sesuai jumlah kebutuhan, berdasarkan 

hasil analisis beban sistem. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan Aplikasi 

CAT dapat melayani seluruh proses 

seleksi secara optimal. 

●​ Aplikasi Fetchers 

Dalam rangka persiapan 

pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK 

Tahap II, perlu dilakukan sejumlah 

penyesuaian terhadap aplikasi fetchers, 

meskipun aplikasi ini juga telah 

digunakan pada Seleksi Kompetensi 

PPPK Tahap I pada Tahun 2024 dan 

berjalan dengan baik. Aplikasi fetchers 

merupakan alat bantu yang berfungsi 

untuk melakukan penarikan dan 

sinkronisasi data peserta dari SSCASN ke 

dalam sistem CAT. Data yang ditransfer 

melalui aplikasi fetchers mencakup 

Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

Nomor Peserta, Nama Lengkap, Foto 

Peserta, Instansi, Jenis Ujian, Titik Lokasi 

Ujian, serta informasi lain yang 

dibutuhkan sesuai kebutuhan 

pelaksanaan ujian. 

●​ Aplikasi E-Form CAT 

Aplikasi E-Form CAT BKN 

merupakan platform yang dirancang 

untuk memudahkan petugas CAT dalam 

mengisi dan menyimpan data formulir 

checklist selama pelaksanaan seleksi. 

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk 

mendigitalisasi proses pengisian 

formular dan checklist, sehingga 

meningkatkan efisiensi, akurasi dan 

keandalan data yang dikumpulkan 

selama pelaksanaan seleksi. Adapun 

beberapa updating atau pembaruan 

yang dilakukan pada seleksi kompetensi 

PPPK Tahap II Tahun 2025 antara lain 

implementasi metode single sign on 

(SSO) yang sama seperti pada SIASN BKN 

sehingga menggunakan akun user yang 

terintegrasi. Kemudian penambahan 

fitur security multi factor 

authentification (MFA) seperti on time 

pasword (OTP) yang terkoneksi ke tools 

authentificator, dalam rangka 

peningkatan sistem keamanan yang 

lebih baik. 

●​ Aplikasi Surat Kuasa 

Pada tahun 2025 ini, dilakukan 

sejumlah pembaruan sesuai dengan 

kebutuhan, antara lain peningkatan 

sistem keamanan melalui penerapan 

multi factor authentication (MFA) serta 

Integrasi dengan sistem single sign on 

(SSO) dari SIASN. Pembaruan ini 

bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas penggunaan aplikasi oleh 

pengguna serta memperkuat 

perlindungan terhadap data yang 

dikelola. 

●​ SC Browser dan CATOS 

Sementara itu pada aplikasi SC 

Browser juga direncanakan pembaruan 

fitur keamanan yaitu dengan penerapan 

password atau PIN saat akan membuka 

aplikasi. PIN tersebut akan berubah 

setiap hari secara otomatis 

menggunakan sistem pengacak (random 

code generator) dan diperbarui secara 
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berkala untuk meningkatkan keamanan. 

Selain itu, SC Browser juga akan 

dilengkapi dengan fitur masa berlaku 

(expired date), sehingga aplikasi tidak 

dapat digunakan kembali setelah masa 

seleksi berakhir. Pembaruan ini 

dilakukan sebagai bagian dari upaya 

untuk memperkuat sistem pengamanan 

dalam pelaksanaan seleksi berbasis CAT. 

 
g.​ Pemetaan Lokasi, Penyesuaian Titik Lokasi serta Penyusunan Jadwal 

Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024 Tahap II 

Pemetaan titik lokasi seleksi 

PPPK dilakukan setelah penarikan data 

final telah diverifikasi oleh instansi 

melalui SSCASN pada tanggal 8 - 23 

Maret 2025, data tersebut akan 

dilakukan pengecekan jumlah 

pesertanya disetiap provinsi dan diatur 

komposisi jumlah peserta dengan 

mengukur kemampuan maksimal kuota 

Personal Computer (PC) dilokasi 

eksisting BKN (BKN Pusat, Kanreg dan 

UPT BKN). Hasil pemetaan lokasi seleksi 

PPPK adalah sebagai berikut: 

Tabel 23 Pemetaan Titik Lokasi Seleksi PPPK Tahun 2024 Tahap II 

No Nama Titik Lokasi Jumlah Titik Lokasi Jumlah Peserta 

1 Eksisting BKN 36 193.025 

2 Mandiri BKN 83 557.380 

3 Mandiri Instansi 98 119.681 

4 Luar Negeri 12 21 

Total Peserta 870.080 

 

Setelah dilakukan pemetaan titik 

lokasi, seluruh lokasi dan peserta akan 

diintegrasikan ke aplikasi manajemen 

sistem terintegrasi untuk selanjutkan 

dilakukan penjadwalan seleksi PPPK 

Tahun 2024 Tahap II. 

Penyesuaian titik lokasi dilakukan 

berdasarkan permohonan surat dari 

instansi yang diunggah di SSCASN pada 

menu perubahan lokasi test, dimana 

terdapat 650 surat permohonan instansi 

perihal penyesuaian titik lokasi dan 

jadwal yang masuk ke aplikasi. 

Selanjutnya BKN akan melakukan 

pengecekan dan kesesuaian surat 

permohonan penyesuaian jadwal atau 

lokasi tes. Apabila surat permohonan 

instansi telah sesuai, maka dilakukan 

penyesuaian lokasi dan jadwal melalui 

SSCASN yang terintegrasi dengan 

aplikasi manajemen sistem terintegrasi. 
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Penyusunan jadwal seleksi 

dilaksanakan tanggal 24 Maret hingga 8 

April 2025 melalui aplikasi manajemen 

seleksi terintegrasi, dimana seluruh 

lokasi seleksi akan di generate jadwalnya 

melalui sistem, sehingga semua peserta 

akan mendapatkan jadwal berdasarkan 

lokasi, tanggal dan sesi ujian. 

Tabel 24 Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024 Tahap II 

Titik Lokasi Tanggal Mulai Tanggal Selesai 

Existing BKN 22 April 2025 13 Mei 2025 

Mandiri BKN 05 Mei 2025 24 Mei 2025 

Mandiri Instansi 22 April 2025 29 Mei 2025 

Luar Negeri 07 Mei 2025 09 Mei 2025 

 
h.​ Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024 Tahap II 

Dari total 859.608 peserta yang 

memenuhi syarat (MS), jumlah peserta 

hadir di Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 

2024 Tahap II sebanyak 839.251 atau 

sebesar 97,6%. Sejumlah 14.446 peserta 

tidak hadir dan 5.911 peserta belum 

mengikuti seleksi. 

Tabel 25 Kehadiran Peserta 

Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024 Tahap II 

 
PPPK Tahun 2024 Tahap II Jumlah 

Peserta Hadir 839.251 

Peserta Tidak Hadir 14.446 

Peserta Belum Ujian 5.911 

Total Peserta Memenuhi Syarat (MS) 859.608 

 

Peserta yang belum ujian 

sebanyak 5.911, dikarenakan terdapat 

16 instansi Pemerintah Daerah yang 

menunda pelaksanaan Seleksi 

Kompetensi PPPK Tahap II dengan alasan 

keamanan, situasi politik, dan 

ketersediaan anggaran. Selain itu 

terdapat dua pemerintah daerah yang 

sudah dijadwalkan namun batal 

menyelenggarakan pelaksanaan Seleksi 

Kompetensi PPPK Tahap II karena 

anggaran untuk pembiayaan pegawai 

baru tidak tersedia. Disisi lain juga 

terdapat 15 instansi Pemerintah Daerah 

belum final melaksanakan seleksi 

administrasi di aplikasi SSCASN. 
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Gambar 15 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024 Tahap II 

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 

PPPK Tahun 2024 Tahap II telah dimulai 

sejak 22 April 2025 dan akan 

berlangsung hingga 31 Mei 2025. Tim 

Teknis PPSS secara aktif melakukan 

pemantauan atau monitoring terhadap 

kinerja server untuk memastikan bahwa 

server CAT berada dalam kondisi optimal 

dalam melayani peserta ujian. 

Pemantauan dilakukan melalui 

dashboard Aplikasi CAT, yang 

menampilkan informasi seperti jumlah 

koneksi client atau peserta yang 

terhubung, penggunaan sumber daya 

(resources), serta akumulasi jumlah 

peserta yang sedang mengikuti ujian. 

Selain melalui dashboard, pelaksanaan 

ujian CAT juga dapat dipantau secara 

langsung menggunakan media Zoom 

yang terhubung ke seluruh titik lokasi 

ujian. Dengan metode ini, kondisi di 

lapangan selama pelaksanaan seleksi 

dapat terpantau secara real time, 

sehingga apabila terjadi kendala pada 

titik lokasi, penanganan maupun 

antisipasi dapat dilakukan dengan cepat.  

 

 

Gambar 16 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024 Tahap II 

Tilok Luar Negeri 

60 



 
 
 
 
Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II 

tilok Luar Negeri terbagi menjadi 2 (dua) 

zona waktu dan tiap zona waktu terdiri 

atas 3 sesi ujian. Tilok ujian Luar Negeri 

yang dijadwalkan di zona 1 adalah KDEI 

Taipei, KBRI Seoul, KBRI Singapura, KBRI 

Tokyo, KJRI Guangzhou, KJRI Kinabalu, 

KJRI Melbourne, KJRI Sydney, dan 

Konsulat RI Tawau. Sedangkan tilok ujian 

Luar Negeri yang masuk ke zona 2 

adalah KBRI London dan KJRI Frankfurt. 

 
4.​ Seleksi Pengadaan ASN Tingkat Instansi  

Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan PPPK pada instansi 

pemerintah, BKN telah memfasilitasi 

pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 

Anggaran 2025 melalui seleksi ditingkat 

instansi. Seleksi pengadaan PPPK 

dilaksanakan setelah mendapatkan 

persetujuan pelaksanaan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Proses seleksi PPPK 

dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. 

Pelaksanaan seleksi didukung oleh 

teknologi informasi yang handal untuk 

memastikan proses yang cepat, akurat, 

dan transparan. 

a.​ Seleksi Kompetensi PPPK Tingkat 

Instansi di lingkungan Kejaksaan 

Agung 

Seleksi Kompetensi PPPK Tingkat 

Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung 

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB 

Nomor 329 Tahun 2024, Kejaksaan 

Agung Mendapatkan alokasi 1.609 

formasi dengan penempatan di Rumah 

Sakit Adhyaksa Jakarta, Rumah Sakit 

Adhyaksa  Banten, dan Rumah Sakit 

Adhyaksa Jawa Timur. Seleksi 

Kompetensi PPPK di lingkungan KPPU 

dapat diselenggarakan setelah 

mendapatkan Surat Persetujuan Menteri 

PANRB Nomor: 

B/2408/M.SM.01.00/2025. Seleksi 

kompetensi PPPK Tingkat Instansi 

Kejaksaan Agung dengan metode CAT 

BKN dilaksanakan pada tanggal 2 

September 2025 sampai dengan 9 

September 2025. Peserta yang 

difasilitasi sejumlah 14.778 peserta 

(92,33%) yang tercatat hadir dari 16.005 

peserta terjadwal.  

b.​ Seleksi Kompetensi PPPK Tingkat 

Instansi di lingkungan Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha 

(KPPU) 

Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan PPPK Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) melaksanakan 

proses seleksi pengadaan PPPK Tahun 

Anggaran 2025 melalui mekanisme 

seleksi di tingkat instansi. Proses ini 

dilakukan sebagai bagian dari strategi 

pemenuhan kebutuhan pegawai yang 

mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi utama KPPU. Seleksi pengadaan 

PPPK Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha dilaksanakan setelah ada 

persetujuan pelaksanaan dari Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Total data peserta 

seleksi kompetensi PPPK KPPU sebanyak 

1.620 peserta. 

Data peserta yang telah 

diverifikasi oleh instansi selanjutnya 

akan diintegrasikan ke aplikasi MST 

untuk dilakukan penjadwalan seleksi 

kompetensi PPPK. Secara keseluruhan 

layanan persiapan data peserta 

rekrutmen ASN dengan metode CAT 

telah terlaksana dengan baik dan 

memberikan kontribusi signifikan dalam 

menjamin kelancaran pelaksanaan 

seleksi. 

c.​ Seleksi Pengadaan PPPK Tingkat 

Instansi di Lingkungan Badan Gizi 

Nasional (BGN) 

Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan PPPK Badan Gizi Nasional 

melaksanakan proses seleksi pengadaan 

PPPK Tahun Anggaran 2025 melalui 

mekanisme seleksi di tingkat instansi. 

Proses ini dilakukan sebagai bagian dari 

strategi pemenuhan kebutuhan pegawai 

yang mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi utama BGN di bidang ketahanan 

gizi nasional. Seleksi pengadaan PPPK 

Badan Gizi Nasional dilaksanakan 

setelah ada persetujuan pelaksanaan 

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Rekapitulasi data peserta seleksi 

kompetensi PPPK BGN secara rinci dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 26 Rekapitulasi Jumlah Peserta 

Seleksi Kompetensi PPPK Tingkat Instansi BGN 

Gelombang Seleksi Jumlah Peserta 

Jumlah Peserta Gelombang I dan II 2.072 

Jumlah Peserta Gelombang III 41.052 

Total Peserta 43.124 

 

Data peserta yang telah 

diverifikasi oleh instansi selanjutnya 

akan diintegrasikan ke aplikasi MST 

untuk dilakukan penjadwalan seleksi 

kompetensi PPPK. Secara keseluruhan 

layanan persiapan data peserta 

rekrutmen ASN dengan metode CAT 

telah terlaksana dengan baik dan 

memberikan kontribusi signifikan dalam 

menjamin kelancaran pelaksanaan 

seleksi. 
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5.​ Seleksi Sekolah Kedinasan  

Keberadaan Sekolah Ikatan Dinas 

juga merupakan salah satu bentuk 

dukungan atas terlaksananya Asta Cita 

dalam hal melanjutkan reformasi politik, 

hukum, dan birokrasi yang demokratis, 

bersih, dan berwibawa. Lulusan Sekolah 

Kedinasan diharapkan mampu menjadi 

motor penggerak birokrasi modern yang 

akuntabel, efisien, serta adaptif 

terhadap tantangan global. Dengan 

demikian, kontribusi sekolah kedinasan 

tidak hanya terbatas pada pemenuhan 

kebutuhan tenaga ahli di 

kementerian/lembaga, tetapi juga pada 

penguatan daya saing bangsa menuju 

Indonesia Emas Tahun 2045. Peran, 

kontribusi, dan tantangan sekolah ikatan 

dinas dalam mendukung implementasi 

Asta Cita, khususnya pada aspek 

peningkatan kualitas SDM dan 

penguatan tata kelola pemerintahan. 

Jadwal Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah 

Kedinasan Tahun Anggaran 2025 telah 

disampaikan dalam bentuk Surat Kepala 

BKN Nomor : 

7909/B-KS.04.01/SD/K/2025 tanggal 12 

Juni 2025. Seleksi dilaksanakan mulai 

tanggal 11 Agustus 2025 s.d. 27 Agustus 

2025 di 36 titik lokasi BKN baik di Kantor 

Pusat BKN Jakarta, Kantor Regional BKN 

dan Kantor UPT BKN. Pelaksanaan 

seleksi titik lokasi Mandiri Instansi 

adalah di Kabupaten Natuna Provinsi 

Kepulauan Riau, Nabire Provinsi Papua 

Tengah dan Merauke Provinsi Papua 

Selatan. 

Pada tahun 2025 terdapat tujuh 

instansi yang melaksanakan SKD CAT 

BKN dalam penerimaan 

Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah 

Kedinasan Tahun Anggaran 2025, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 27 Daftar Instansi yang Melaksanakan SKD CAT BKN 

No. Instansi Jadwal Pelaksanaan Titik Seleksi 

1 Kementerian Dalam Negeri 11 s.d. 21 Agustus 2025 
36 Titik BKN dan 
1 Titik Mandiri Instansi 

2 Kementerian Keuangan 12 s.d 27 Agustus 2025 
36 Titik BKN dan 
2 Titik Mandiri BKN 

3 Kementerian Perhubungan 12 s.d. 21 Agustus 2025 31 Titik BKN 

4 Badan Intelijen Negara 
11 s.d 1 
Agustus 2025 

35 Titik BKN 

5 
Badan Siber dan Sandi 
Negara 

11 s.d. 12 Agustus 2025 14 Titik BKN 

6 Badan Pusat Statistik 12 s.d. 24 Agustus 2025 35 Titik BKN 
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No. Instansi Jadwal Pelaksanaan Titik Seleksi 

7 
Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika 

11 s.d. 21 Agustus 2025 
31 Titik BKN dan 
3 Titik Mandiri Instansi 

 

Jumlah peserta yang dinyatakan 

memenuhi syarat serta melakukan 

pembayaran PNBP untuk mengikuti 

seleksi tahun 2025 tercatat sebanyak 

113.343 peserta. Angka ini menunjukkan 

sedikit peningkatan dibandingkan tahun 

2024 yang berjumlah 113.177 peserta. 

Meskipun demikian, secara umum tren 

jumlah peserta seleksi sekolah 

kedinasan dari tahun ke tahun 

cenderung menurun. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya pada tahun 2025 terdapat salah 

satu instansi penyelenggara sekolah 

kedinasan yang tidak membuka formasi. 

Pelaksanaan SKD Sekolah 

Kedinasan Tahun 2025 dilaksanakan 

serentak mulai tanggal 11 hingga 27 

Agustus 2025. SKD merupakan tahap 

awal dalam proses seleksi calon 

mahasiswa, praja, atau taruna sekolah 

kedinasan yang meliputi tiga tes utama, 

yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 

Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes 

Karakteristik Pribadi (TKP). Agar dapat 

lolos ke tahap seleksi lanjutan, peserta 

harus mencapai nilai ambang batas 

(passing grade) yang telah ditetapkan. 

Nilai ambang batas SKD 2025 untuk 

peserta umum berdasarkan PermenPAN 

RB No 208 Tahun 2025. 

a.​ Jumlah peserta lulus Passing Grade 

formasi umum; 

b.​ Jumlah peserta yang tidak lulus 

Passing Grade Umum berdasarkan 

subtest/materi; 

c.​ Rekapitulasi Nilai SKD Sekolah 

Kedinasan Tahun 2025. 

 

Grafik 10 Jumlah Peserta yang membayar PNBP 
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Pada tahun 2025 sebanyak 

61.277 peserta atau 59,47% peserta 

seleksi dinyatakan lulus nilai passing 

grade formasi umum sesuai dengan 

Keputusan Menteri PANRB Nomor 208 

Tahun 2025.   

Pelaksanaan seleksi Sekolah 

Kedinasan Tahun 2025 diikuti oleh 

peserta dari berbagai instansi dengan 

jumlah kehadiran sebagai berikut: 

Tabel 28 Jumlah Peserta Hadir dalam Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2025 

Sekolah Kedinasan Jumlah Peserta Hadir 

Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 27.000 

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) 32.026 

Sipencatar Kementerian Perhubungan (SIPENCATAR Kemenhub) 17.815 

Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) 4.919 

Politeknik Sibed dan Sandi Negara (Poltek SSN) 1.842 

Politeknis Statistika (STIS) 12.511 

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) 11.839 

 

Secara keseluruhan, jumlah 

peserta Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 

2025 tercatat sebanyak 113.339 peserta, 

dengan jumlah peserta hadir sebanyak 

107.952 peserta dan peserta tidak hadir 

sebanyak 5.387 peserta. 

 
6.​ Rekrutmen Guru dan Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat (Instruksi 

Presiden Nomor 8 Tahun 2025) 

Badan Kepegawaian Negara 

memiliki peran kunci dalam 

melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 

8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi 

Pengentasan Kemiskinan dan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 

khususnya terkait dengan penyediaan 

guru dan tenaga pendidik untuk 

program Sekolah Rakyat. Dalam 

menjalankan tugas ini, BKN 

berkerjasama lintas kementerian/ 

lembaga diantaranya Kementerian 

Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Kementerian Agama, 

Kementerian PAN dan RB, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan 

Umum, Kementerian BUMN, BKN dan 

Pemerintah Daerah.  

Sebagai lembaga yang 

bertanggungjawab dalam manajemen 

ASN, BKN bertugas untuk merancang 

dan melaksanakan rekrutmen guru serta 
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tenaga pendidik sesuai dengan 

kebutuhan dan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian Sosial. 

Selain itu, BKN juga berfungsi untuk 

memastikan bahwa proses seleksi dan 

penempatan guru dilakukan secara 

transparan, akuntabel, dan sesuai 

dengan prinsip meritokrasi.  

 

 
Gambar 17 Data kebutuhan Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan 

Pada tahap pertama tahun 

ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat 

membutuhkan 100 Kepala Sekolah, 

1.554 Guru, dan 3.390 Tenaga 

Kependidikan. Per 21 Agustus 2025, 

telah didapatkan sejumlah 155 Kepala 

Sekolah Rakyat, dan diantaranya pada 

100 KS telah dilakukan retreat. 

Sementara itu, kebutuhan guru telah 

ditetapkan melalui Keputusan 

MenPANRB Nomor 220 Tahun 2025 

dengan total 1.554 formasi dengan 19 

jenis jabatan dan dilanjutkan pada tahap 

kedua sebesar 853 serta tahap ketiga 

sebesar 91. Untuk tenaga kependidikan, 

dibuka formasi kebutuhan mencapai 

3.003 ASN pada Bulan Desember 2025. 

Program ini mencerminkan keseriusan 

pemerintah dalam memastikan 

pendidikan bagi anak-anak prasejahtera 

berjalan efektif dan berkelanjutan, serta 

menjadi fondasi bagi pencapaian visi 

Indonesia Emas 2045. 

a.​ Pemenuhan kebutuhan Kepala 

Sekolah Rakyat 

Operasional Sekolah Rakyat 

Tahap 1 sejumlah 100 titik ditargetkan 

mulai pada tahun ajaran 2025-2026 

yang kegiatannya akan dimulai pada 

tanggal 14 Juli 2025. Adapun Kebutuhan 

Kepala Sekolah Rakyat di tahap 1 

sejumlah 100 orang yang selanjutnya 

diberikan penugasan dari instansi 

asalnya telah terpenuhi melalui skema 

rekrutmen dan timeline. 
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Gambar 18 Tahapan Pelaksanaan Seleksi Pemenuhan Kebutuhan Sekolah Rakyat 

Saat ini telah diperoleh sejumlah 155 Kepala Sekolah Rakyat, 100 diantaranya 

telah mengikuti retreat dan bertugas memimpin Sekolah Rakyat. 

 

Gambar 19 Retreat Kepala Sekolah Rakyat 
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b.​ Pemenuhan Kebutuhan Guru 

Pemenuhan Kebutuhan Guru 

Sekolah Rakyat telah ditetapkan 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Reformasi Birokrasi 

Nomor 220 Tahun 2025 tentang 

Penetapan Kebutuhan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di 

Lingkungan Kementerian Sosial sejumlah 

1.554 (seribu lima ratus lima puluh 

empat) dengan 19 jenis jabatan guru 

dan pada tahap kedua sebesar 853 serta 

tahap ketiga sebesar 91.  

Berdasarkan Surat Menpan RB 

Nomor: B/2530/M.SM.01.00/2025 

tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan 

Pedoman Seleksi PPPK melalui 

Pengadaan Tingkat Instansi di 

Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 

Anggaran 2025. Pemenuhan kebutuhan 

guru yang dimaksud meliputi :  

1.​ Kepala Sekolah : Pemenuhan 

kebutuhan kepala sekolah melalui 

penugasan dari PNS  

2.​ Guru : dipenuhi melalui PPG 

dengan syarat mengikuti Seleksi 

Kompetensi dengan CAT BKN  

3.​ Tenaga Pendidik : pegawai 

keluarga harapan TMT - 1 Oktober 

2025. 

Berikut merupakan alur 

pemenuhan guru Sekolah Rakyat. 

 

Gambar 20 Alur Pemenuhan Kebutuhan Guru 

Berdasarkan Surat Pengumuman 

Nomor 2445/KP.01.01/7/2025 yang 

dapat diakses pada tautan 

https://s.kemensos.go.id/vw9 

Kementerian Sosial mengumumkan Hasil 

Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK 

Formasi JF Guru Sekolah Rakyat tahun 

anggaran 2025 bahwa terdapat tiga 

jabatan yang memiliki sisa formasi 

kosong yaitu Guru Ahli Pertama-Guru 

Fisika, Guru Ahli Pertama-Guru Kimia, 

dan Guru Ahli Pertama-Antropologi. 

Adapun keterisian formasi berdasarkan 

Keputusan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi 

birokrasi terkait penetapan kebutuhan 

PPPK melalui pengadaan tingkat instansi 

di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 

2025 dapat terlihat pada gambar 

dibawah.  
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Gambar 21 Persentase Pemenuhan PPPK guru Sekolah Rakyat 

 
Gambar 22 Progres Penetapan NIP Guru Sekolah Rakyat 

Pada 1 Desember 2025, telah 

diterima 2.214 usulan penetapan NIP 

Guru Sekolah Rakyat. Seluruh usulan 

tersebut telah diproses dan diterbitkan 

Pertek NIP. Dari jumlah tersebut, 2.210 

NIP Guru telah ditetapkan melalui SK 

Kemensos, sementara 4 lainnya dengan 

rincian 2 usulan masih menunggu tanda 

tangan SK oleh Kementerian Sosial dan 2 

usulan masih menunggu perbaikan 

dokumen. 

c.​ Pemenuhan Kebutuhan Tenaga 

Kependidikan  

Pada tahap 1, dibutuhkan 3.390 

Tenaga Pendidik dan 4.069 pada Tahap 

2. Tenaga Pendidik tersebut bertugas 

sebagai Wali Asuh, Wali Asrama, Tata 

Usaha, Bendahara, Operator, Juru 

Masak, Keamanan dan Kebersihan. 

Kemensos telah menerima persetujuan 

pelaksanaan pedoman seleksi PPPK 

Tenaga Pendidik SR dari Menteri PANRB 

yang berjumlah 3.003 formasi 

kebutuhan, terdiri dari:  

1.​ Penata Layanan Operasional 

(Wali Asrama) = 639 formasi 

(S1/D4 Semua Jurusan)  

2.​ Penata Layanan Operasional 

(Wali Asuh) = 1.615 formasi 

(S1/D4 Semua Jurusan)  

3.​ Operator Layanan Operasional 

(Tenaga Administrasi) = 165 

formasi (SMA Sederajat)  

4.​ Pengelola Layanan Operasional 

(Operator Sekolah) = 254 formasi 

(D3 Administrasi  

5.​ Pengelola Layanan Operasional 

(Pengelola Keuangan) = 330 

formasi  
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Badan Kepegawaian Negara telah 

mengeluarkan Pertek NIPPPK pada 

peserta seleksi yang berasal dari PPPK 

Paruh Waktu Kementerian Sosial dan 

PPPK Paruh Waktu instansi Pusat dan 

Daerah.  

 
7.​ Pengadaan Tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 

dalam Program Makan Bergizi Gratis (PP 83/2024)  

Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) memiliki peran strategis dalam 

memastikan tata kelola SDM aparatur 

yang responsif terhadap kebijakan 

prioritas nasional. Salah satu bentuk 

dukungan konkret BKN adalah dalam 

pelaksanaan pengadaan tenaga Sarjana 

Penggerak Pembangunan Indonesia 

(SPPI) yang merupakan bagian dari 

Program Makan Bergizi Gratis 

sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2024. Program ini bertujuan untuk 

memperkuat ketahanan sumber daya 

manusia Indonesia sejak usia dini 

melalui intervensi gizi secara sistemik 

dan terukur. 

Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

melalui Keputusan Menteri PANRB 

nomor 86 tahun 2025 yang menetapkan 

kebutuhan pegawai PPPK BGN 

berjumlah 32.080 formasi. Pemenuhan 

pegawai Badan GIZI Nasional dilakukan 

dengan pengadaan PPPK pada tahun 

2025 berjumlah 2.063 orang yang telah 

ditetapkan SK pengangkatannya dengan 

TMT 1 Juli 2025. Sedangkan pemenuhan 

pegawai melalui skema Pindah Instansi 

dari Pusat ke Pusat sebanyak 26 SK dan 

penugasan sebanyak 50 SK. 

 

8.​ Workshop ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) 

Workshop ACCSM yang 

bertemakan Implementation of 

Meritocratic Principles Through Talent 

Management merupakan program 

perdana BKN (Indonesia) sebagai Wakil 

Ketua ACCSM & ACCSM+3 periode 

2024-2026 dan program terakhir BKN 

dalam Work Plan ACCSM+3 2021-2025. 

Program ini melibatkan seluruh negara 

ASEAN, Negara Plus 3, dan Sekretariat 

ASEAN yang diselenggarakan pada 22-23 

Oktober 2025. 

Workshop ini membahas 

mobilitas talenta yang menjadi isu 

penting dalam bidang manajemen 

talenta karena telah menjadi prioritas 

utama dalam layanan publik seiring 

dengan meningkatnya tekanan 

pemerintah untuk menanggapi 

tantangan yang kompleks. Dipandu oleh 

prinsip-prinsip meritokrasi, keputusan 

70 



 
 
 
 

mobilitas talenta dibuat berdasarkan 

kriteria objektif seperti kualifikasi, 

kinerja, dan kompetensi, bukan 

berdasarkan favoritisme atau koneksi 

pribadi. Hal ini memastikan transparansi, 

inklusivitas, keadilan, dan keselarasan 

keterampilan pegawai dengan peran 

yang mereka emban. Kemampuan untuk 

menempatkan talenta secara efektif di 

berbagai departemen/lembaga dan 

peran sangat penting untuk membangun 

tenaga kerja publik yang lebih gesit, 

mampu, dan siap menghadapi masa 

depan. 

Hasil Workshop akan menjadi 

salah satu deliverable Keketuaan BKN 

pada 24th ACCSM dan 9th ACCSM+3 

melalui adopsi outcome document oleh 

seluruh Kepala ACCSM dan ACCSM+3 

dalam bentuk statement/guidelines/ 

policy recommendation. 

  

 

Gambar 23 Workshop Implementation of Meritocratic Principles Through Talent Management 

 

9.​ Percepatan Penyediaan Data Profil Talenta ASN Tahun 2025 

Berdasarkan keputusan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 

Tahun 2025 tentang Percepatan 

Pembangunan dan Penerapan 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil 

Negara Instansi Pemerintah, antara lain 

dinyatakan bahwa Instansi Pemerintah 

diwajibkan untuk membangun dan 

menerapkan Manajemen Talenta dan 

untuk membantu kesiapan instansi 
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pemerintah dalam pembangunan dan 

penerapan Manajemen Talenta Aparatur 

Sipil Negara, maka diperlukan 

percepatan penyediaan data profil 

talenta Aparatur Sipil Negara Tahun 

2025. 

Dalam mendukung tersedianya 

data tersebut, BKN menyelenggarakan 

rangkaian percepatan penyediaan data 

profil talenta ASN melalui kegiatan 

ProASN. ProASN merupakan pengukuran 

potensi psikologis, kompetensi 

manajerial dan sosial kultural, literasi 

digital, serta preferensi karier bagi 

pegawai ASN dengan menggunakan 

metode tertentu. Data hasil kegiatan 

ProASN akan terintegrasi dalam Sistem 

Informasi Aparatur Sipil Negara dan 

Sistem Manajemen Talenta Nasional 

ASN. Kegiatan tersebut dapat 

diselenggarakan di stasiun CAT BKN 

Pusat, Kantor Regional, UPT, Instansi, 

maupun secara mandiri. Peserta ProASN 

adalah pegawai ASN yang diprioritaskan 

bagi calon suksesor (penyiapan rencana 

suksesi); belum pernah mengikuti 

penilaian potensi dan kompetensi; 

sudah pernah mengikuti penilaian 

potensi dan kompetensi namun sudah 

habis masa berlakunya; atau sudah 

pernah mengikuti penilaian potensi dan 

kompetensi namun karena sesuatu hal 

hasil penilaian potensi dan 

kompetensinya tidak dapat 

diintegrasikan dalam Sistem Informasi 

Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan 

Kepegawaian Negara. 

Percepatan pemetaan 

kompetensi melalui kegiatan ProASN 

dilaksanakan dari 5 November 2025 s.d. 

31 Desember 2025 di Kantor Pusat BKN, 

Kantor Regional dan UPT BKN, serta titik 

lokasi mandiri instansi. Adapun 

rekapitulasi capaian berdasarkan 

peserta yang telah menyelesaikan tes 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 29 Capaian Peserta yang Telah Menyelesaikan Tes Percepatan Penyediaan Data Profil Talenta ASN 

No Wilayah Kerja Target Total Peserta Selesai Tes % Capaian 

1 BKN Pusat 67.164 26.563 39,55 

2 Kanreg I BKN Yogyakarta 19.139 16.489 86,15 

3 Kanreg II BKN Surabaya 17.677 21.677 122,63 

4 Kanreg III BKN Bandung 23.723 25.346 106,84 

5 Kanreg IV BKN Makassar 35.713 36.849 103,18 

6 Kanreg V BKN Jakarta 16.913 17.637 104,28 

7 Kanreg VI BKN Medan 15.573 17.742 113,93 

8 Kanreg VII BKN Palembang 23.354 22.702 97,21 

9 Kanreg VIII BKN Banjarbaru 19.851 21.454 108,08 
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No Wilayah Kerja Target Total Peserta Selesai Tes % Capaian 

10 Kanreg IX BKN Jayapura 12.729 1.441 11,32 

11 Kanreg X BKN Denpasar 18.716 14.937 79,81 

12 Kanreg XI BKN Manado 12.931 14.393 111,31 

13 Kanreg XII BKN Pekanbaru 17.551 17.113 97,50 

14 Kanreg XIII BKN Aceh 9.286 6.031 64,95 

15 Kanreg XIV Manokwari 6.762 5.342 79,00 

Jumlah Total 317.082 265.716 83,80 

 

 

Secara keseluruhan, dari total 

target 317.082 peserta, tercatat 265.716 

peserta telah menyelesaikan tes, 

sehingga capaian nasional yaitu 83,8%. 

Dengan capaian tersebut, secara agregat 

pelaksanaan ProASN tergolong cukup 

baik namun belum optimal. Dilihat per 

wilayah kerja, capaian tertinggi terdapat 

pada Kanreg II BKN Surabaya dengan 

persentase 122,63%, disusul oleh Kanreg 

VI BKN Medan (113,93%), Kanreg XI BKN 

Manado (111,31%), dan Kanreg VIII BKN 

Banjarbaru (108,08%). Beberapa kanreg 

lain juga melampaui target, seperti 

Kanreg III Bandung, Kanreg V Jakarta, 

dan Kanreg IV Makassar. 

 

 

 

Sementara itu, BKN Pusat 

memiliki target paling tinggi 

dibandingkan seluruh Kanreg, namun 

capaian pesertanya masih berada jauh di 

bawah target yaitu baru mencapai 

39,55%, sehingga masih memerlukan 

perhatian khusus untuk percepatan 

pelaksanaan tes. Capaian terendah 

tercatat di Kanreg IX BKN Jayapura 

dengan persentase 11,32%, yang 

menunjukkan adanya kendala signifikan 

dibandingkan wilayah lain. Secara 

umum, mayoritas Kanreg telah 

mencapai atau bahkan melampaui 

target, namun masih terdapat 

kesenjangan capaian antarwilayah yang 

perlu ditindaklanjuti, khususnya pada 

wilayah dengan persentase capaian 

rendah. 
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Gambar 24 Pelaksanaan Tes Percepatan Penyediaan Data Profil Talenta ASN 
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BAB IV 

PENUTUP 

Badan Kepegawaian Negara terus 

berkomitmen dalam mendukung tata 

kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) melalui prinsip transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, 

partisipatif, kesetaraan, dan kepastian 

hukum. Capaian kinerja yang dilaporkan 

pada Tahun 2025 ini merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

program dan penggunaan sumber daya 

kepada para pemangku kepentingan, 

sekaligus sebagai upaya dalam 

mewujudkan visi, misi, serta target 

sasaran strategis yang tertuang dalam 

Rencana Strategis BKN Tahun 2025–2029. 

Laporan ini menyajikan informasi atas 

tingkat pencapaian sasaran strategis dan 

indikator kinerja sasaran strategis sebagai 

bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan.  

Berdasarkan hasil pemantauan dan 

pengukuran kinerja, Badan Kepegawaian 

Negara berhasil mencapai Nilai 

Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 

100,42. Salah satu capaian utama yaitu 

Persentase Instansi Pemerintah yang telah 

Menerapkan Sistem Manajemen ASN 

Berbasis Prinsip Meritokrasi Minimal 

Berkategori Baik berhasil mencapai 

capaian sebesar 107,25%, sedangkan nilai 

Reformasi Birokrasi berhasil memperoleh 

capaian sebesar 93,58%. Dari sisi 

anggaran, realisasi belanja BKN sebesar 

Rp842.439.882.646,- dari anggaran yang 

dapat dimanfaatkan secara efektif oleh 

BKN sebesar Rp862.743.974.000,- atau 

terealisasi sebesar 97.65%. 

Keberhasilan pelaksanaan kinerja 

BKN pada Tahun 2025 ini tidak terlepas 

dari beberapa faktor pendukung utama, 

antara lain: 

1.​ Koordinasi dan sinergi internal 

yang kuat baik di tingkat pusat, 

kantor regional, maupun UPT, yang 

mendukung kelancaran proses 

implementasi program kerja dan 

prioritas nasional. 

2.​ Penguatan mekanisme 

pengawasan dan pengendalian 

preventif dan represif dalam 

pelaksanaan sistem merit melalui 

pertimbangan teknis dan 

rekomendasi atas mutasi, promosi, 

hingga pelantikan ASN secara 

berbasis regulasi dan data. 

3.​ Pemanfaatan teknologi informasi 

terintegrasi seperti sistem 

asndigital.bkn.go.id dan digitalisasi 

sistem pelayanan kepegawaian 

yang meningkatkan efisiensi serta 

akurasi layanan kepegawaian. 
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Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, 

BKN perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut: 

1.​ Percepatan dalam pencapaian target output rekomendasi pengawasan dan 

pengendalian manajemen ASN dengan prioritas pada instansi yang masih berkategori 

“kurang”; 

2.​ Mempercepat realisasi fisik dan anggaran program prioritas nasional; 

3.​ Mempercepat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas 

presiden seperti Pengadaan Tenaga SPPI dalam program Makan Bergizi Gratis, 

dukungan dalam rekrutmen guru dan tenaga pendidik program Sekolah Rakyat, 

dukungan terhadap pemerataan ASN dalam mendukung layanan dasar Pendidikan 

dan Kesehatan khususnya di wilayah 3T; 

4.​ Memperkuat komunikasi publik dan internal atas hasil evaluasi reformasi birokrasi 

serta tindak lanjut terhadap catatan evaluasi yang diterbitkan Kementerian PANRB 

agar menjadi acuan yang tepat dalam rencana aksi reformasi birokrasi BKN. 

 

 

 

 



​BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA​

​PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025​
​KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA​

​Dalam​ ​rangka​ ​mewujudkan​​manajemen​​pemerintahan​​yang​​efektif,​​transparan,​​akuntabel​​dan​
​berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:​

​Nama​ ​: Zudan Arif Fakrulloh​

​Jabatan​ ​: Kepala Badan Kepegawaian Negara​

​Berjanji​ ​akan​​akan​​mewujudkan​​target​​kinerja​​yang​​seharusnya​​sesuai​​lampiran​​perjanjian​​ini,​
​dalam​ ​rangka​ ​mencapai​ ​target​ ​kinerja​ ​jangka​ ​menengah​ ​seperti​ ​yang​ ​telah​​ditetapkan​​dalam​
​dokumen perencanaan.​

​Jakarta, 29 Juli 2025​

​Kepala Badan Kepegawaian Negara​

​#​



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE
SS

SASARAN
STRATEGIS

KODE
IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

SS.1 Meningkatnya kapabilitas
instansi pemerintah dalam
manajemen ASN dan
profesionalitas pegawai ASN
berbasis prinsip meritokrasi

IKU.1 Persentase Instansi Pemerintah yang
telah menerapkan implementasi
manajemen ASN sesuai prinsip
meritokrasi minimal berkategori baik
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SS.2 Meningkatnya kapasitas
kelembagaan BKN yang
lincah, profesional, dan
akuntabel serta berbasis
digital

IKU.2 Nilai reformasi birokrasi BKN 90



KODE KEGIATAN  PAGU ALOKASI
(DALAM RIBU)

TOTAL PAGU ALOKASI Rp 977,779,738

088.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN Rp 244,865,383
088.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp 732,914,355

 Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara
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